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Abstrak : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk untuk meningkatkan 
kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan 
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, serta pengembangan potensi 
dan kekayaan desa guna meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui 
berbagai  kegiatan usaha ekonomi masyarakat sesuai  kebutuhan dan potensi 
Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan BUMDes 
dalam menunjang pembangunan ekonomi desa, dengan studi kasus BUMDes di 
Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian kualitatif. Sampel penelitian mengunakan purposive sampling dengan 
informan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 
(DPMPD), Pengurus BUMDes Sempu Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes 
Margo Jaya, BUMDes Maju Makmur, BUMDes Guyub Rukun, BUMDes Sumber 
Makmur, BUMDes Sumber Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, dan BUMDes 
Karya Mandiri, dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan unit usaha 
yang dikelola oleh BUMDes. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 
peneliti adalah menggunakan kuisioner dan wawancara. Metode analisa data 
yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif dan Analytical Hierarchy Process 
(AHP).  Hasil penelitian membuktikan bahwa pengelolaan pada masing-masing 
BUMDes telah didapatkan karakteristik pengelolaan yang berbeda dalam 
implementasi indikator prioritas. BUMDes di Kecamatan Ngancar mendapat 
peran fasilitator dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pembangunan Desa (DPMPD). Eksistensi BUMDes juga berkontribusi 
terhadap pemberdayaan masyarakat desa. 
 
Kata kunci: Pengelolaan BUMDes, Analytical Hierarchy Process (AHP), Kinerja 







BAB I  
 PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Desa adalah satuan wilayah terendah pada kelembagaan ketatanegaraan 
Indonesia, dan desa kini memasuki era baru setelah diundangkannya “UU Desa”. 
Desa diharapkan mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Menurut 
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12, “Desa 
atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mempermudah 
desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) adalah dengan 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah 
desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian dalam 
Peraturan Desa terkait Pembentukan BUMDes telah disebutkan bahwa, untuk 
meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam 
menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta 
pengembangan potensi dan kekayaan desa guna meningkatkan  kesejahteraan 
masyarakat melalui berbagai  kegiatan usaha ekonomi masyarakat, didirikan dan  
dibentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) sesuai  kebutuhan dan potensi 
Desa; Bahwa untuk  melaksanakan perlu dibentuk pengelola/pengurus yang 





Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga Usaha Desa 
yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa yang bertujuan untuk 
memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan atau potensi desa. 
Oleh karena itu, BUMDes menjadi jalan bagi pemerintah agar tercapai 
pemerataan pendapatan dengan mengembangkan sumber daya lokal yang 
potensial. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi desa 
sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial 
menjaga kebutuhan warga desa dengan berkontribusi dalam penyelenggaraan 
pelayanan sosial, sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki 
tujuan untuk mendapatkan keuntungan lewat unit usaha yang dimiliki agar 
PADes meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengelolaan BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, apa sajakah 
faktor yang mempengaruhi sebuah BUMDes dapat dikatakan berhasil atau tidak. 
BUMDes yang dikelola dengan baik akan sangat berpotensi bagi perekonomian 
masyarakat desa, karena akan memunculkan usaha-usaha baru yang inovatif 
dengan mengolah sektor-sektor potensial sehingga akan memberikan nilai 
tambah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan khususnya bagi 
Pendapatan Asli Desa (PADes).  
Perekonomian desa pada beberapa wilayah dianggap stagnan dan 
kurang berkembang, hal tersebut menjadi permasalahan yang belum dapat 
terselesaikan secara merata di Indonesia. Namun disisi lain, pada wilayah 
lainnya sudah terdapat desa yang maju, unggul, serta pendapatan 
masyarakatnya tinggi. Sehingga ketimpangan antar wilayah ini masih menjadi isu 
dalam pembangunan ekonomi daerah, oleh karena itu pemerintah sebagai pihak 
regulator berupaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat merangsang 
pertumbuhan ekonomi daerah terutama di tingkat desa. Terdapat pemahaman 





pembangunan nasional dan pembangunan daerah, yaitu berusaha untuk 
melanjutkan strategi ekonomi nasional untuk membangkitkan perekonomian 
lokal. Peningkatan pembangunan diupayakan agar dapat dirasakan oleh 
masyarakat luas (nasional) ataupun oleh masyarakat yang lebih kecil atau 
terbatas (lokal) (Rahardjo Adisasmita, 2005:16). BUMDes terbentuk bertujuan 
untuk memberdayakan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang 
dimiliki oleh desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Pasal 1 Ayat 24, Peraturan Daerah 
Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa). 
BUMDes merupakan cara lain untuk mengembangkan daya saing 
daerah. Sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri dapat 
dikembangkan semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 
sekitar. Apabila pengelolaan BUMDes telah mencapai tahap maju, maka dapat 
dinilai cukup efektif untuk mendorong terciptanya inovasi serta meningkatkan 
sinergitas stakeholder bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Hal ini tentu 
akan berdampak positif bagi aktivitas perekonomian masyarakat yaitu berupa 
pengaruh keterkaitan kedepan (forward linkage) dan keterkaitan kebelakang 
(backward linkage) untuk pertumbuhan BUMDes yang berkelanjutan. Forward 
linkage adalah kegiatan dimana sektor unggulan tersebut mampu mendorong 
sektor lain supaya lebih berkembang. Sedangkan backward linkage adalah 






Selain itu kegiatan pengelolaan BUMDes yang padat karya juga dapat 
mengurangi tingkat pengangguran di desa, mendorong produktivitas masyarakat 
desa, mendorong munculnya UMKM baru, dan memberikan aksesibilitas 
permodalan bagi masyarakat desa. Terdapat pemberian makna pemberdayaan 
masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan 
beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan 
keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang 
politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat 
mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan 
memperkuat posisi tawarmenawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan 
penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Priyono:1996 dalam 
Arsiyah:2009). Dalam hal ini BUMDes menjadi salah satu upaya atau gerakan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah agar terwujudnya pembangunan ekonomi 
daerah. Hal tersebut sangat relevan dengan ilmu ekonomi pembangunan yang 
selain mengupas mengenai cara-cara alokasi sumber daya produktif langka yang 
seefisien mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, 
ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-
mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan, baik yang terkandung 
dalam sektor swasta maupun yang terdapat di sektor pemerintah (dalam Michael 
P. Todaro, 2000:9)  
Keberadaan BUMDes yang sesuai dengan amanat UU Desa No.6 tahun 
2014, yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah dan pemerintahan desa 
harus memberdayakan keberadaan BUMDes dan harus dikelola dengan baik, 
sehingga dapat  meningkatkan kemajuan perekomian desa. Dapat kita lihat 
bahwa jumlah desa yang ada di Jawa Timur adalah 7.724 desa, dan sejumlah 
5.432 desa yang saat ini telah membentuk BUMDes. Dari angka tersebut, yang 





Prov, DPMPD, 2019). Sehingga BUMDes yang dinilai sudah berkembang dan 
maju hanya kisaran 10% dari total BUMDes  yang sedang berjalan, sisanya yaitu 
90% BUMDes perkembangannya masih jauh dari harapan. Sehingga 
memunculkan pertanyaan, mengapa sebagian kecil BUMDes maju, sebagian 
yang lain cukup berkembang dan sebagian yang lain cenderung mengalami 
stagnasi? Oleh karena itu penulis ingin mengetahui indikator apa saja  yang 
memengaruhi kinerja BUMDes dalam proses pengelolaannya. 
Dalam upaya memajukan keberadaan BUMDes ini tidak terlepas dari 
peran Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) yang bertugas untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dan 
pemerintahan desa. Sedangkan pemerintahan Desa bertugas untuk mendukung 
proses implementasi BUMDes sehingga diperlukan adanya program-program 
agar tercapai tujuan didirikannya BUMDes, oleh karena itu dibutuhkan adanya 
aspek manajemen yang didasarkan pada perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengendalian.  
Selain itu aspek sumber daya manusia masih menjadi permasalahan 
yang krusial dalam implementasi BUMDes, seluruh rencana usaha yang akan 
dilakukan untuk pengembangan BUMDes tentu harus didukung oleh pengurus 
yang merupakan masyarakat desa yang berkompeten di bidangnya. Sebab 
kesuksesan dalam implementasi BUMDes sangat tergantung pada pengelolaan 
yang kompak antara ketua BUMDes dengan tim pengurus dan anggota 
BUMDes. Karena pertumbuhan BUMDes yang sangat signifikan mulai tahun 
2014, akibatnya banyak sumber daya manusia yang belum siap mengenai 
pengelolaaan BUMDes ini. BUMDes terkesan menjadi sebuah tren namun tidak 





banyak sekali fenomena BUMDes yang mati tanpa memiliki badan usaha dan 
keberadaan BUMDes hanya sekedar nama. 
Kabupaten Kediri terdiri dari 26 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 343 desa. 
Dari seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Kediri, beberapa desa sudah 
memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dan dijalankan 
dengan baik. Pada tahun 2019 sudah terdapat 304 desa yang telah membentuk 
BUMDes, dari sejumlah BUMDes tersebut ada yang sudah baik dan ada yang 
sedang dalam tahap pembentukan, penyertaan modal, dan pengembangan unit 
usaha. Perkembangan BUMDes di Kediri terus mengalami pertumbuhan pada 
setiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 























2017 343 284 59 128 68 60 
2018 342 290 52 168 121 47 
2019 343 304 39 170 125 45 
(Sumber: DPMPD, diolah 2020) 
 Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa desa di Kediri masih belum 
seluruhnya membentuk Badan Usaha Milik Desa. Kediri memiliki 343 desa, pada 
tahun 2017 desa yang telah membentuk BUMDes sejumlah 284 desa, sehingga 
BUMDes masih belum terbentuk di 59 desa yang lain. Dari sejumlah BUMDes 
yang telah dibentuk tersebut terdapat 128 unit usaha, dengan total 68 unit usaha 
yang aktif dan 60 unit usaha yang tidak aktif. Kemudian pada tahun 2018 desa 
yang ada di Kediri sejumlah 342 desa, jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 
290 BUMDes, sehingga desa yang belum membentuk BUMDes sejumlah 52 





sebanyak 168, dengan jumlah unit usaha yang aktif mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yaitu meningkat menjadi 121 usaha, sedangkan jumlah unit 
usaha yang tidak aktif sebanyak 47 usaha. Kemudian pada tahun 2019 desa di 
Kediri sejumlah 343 desa, pada tahun ini eksistensi BUMDes terus mengalami 
peningkatan, BUMDes yang terbentuk sejumlah 304 BUMDes. Disisi lain, jumlah 
desa yang belum membentuk BUMDes mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya yaitu menurun menjadi 39 desa. Sedangkan jumlah unit usaha yang 
telah terbentuk sejumlah 170 usaha, sebanyak 125 unit usaha yang aktif, dan 
sebanyak 45 unit usaha yang tidak aktif. 
 Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi BUMDes 
di Kediri terus mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Hal ini tidak 
terlepas dari peran pemerintah daerah yang memiliki program kerja sosialisasi 
bagi pengembangan BUMDes di Kediri. Perihal yang masih menjadi 
permasalahan dalam implementasi BUMDes di Kediri adalah tidak semua 
BUMDes yang telah terbentuk memiliki unit usaha, dan unit usaha yang telah 
terbentuk pada sebagian besar BUMDes masih belum seluruhnya aktif. Hal ini 
berhubungan dengan kinerja pengurus BUMDes, sehingga dapat memengaruhi 
bagaimana performa dalam proses pengelolaan BUMDes. 
BUMDes harus mampu menjadi alat yang memungkinkan masyarakat 
pedesaan untuk menemukan potensi yang ada di desanya dan kemudian 
mengembangkannya, seperti yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa 
di Kecamatan Ngancar yang memiliki luas wilayah 94,05 Km2, luas tersebut 
6,79% dari luas Kabupaten Kediri. Luas wilayah ini terdiri dari lahan sawah 
seluas 816,80 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 324,9 Ha. Kecamatan 
Ngancar merupakan kecamatan yang semua desanya terletak di dataran dan 
lereng/puncak Gunung Kelud. Oleh karena itu Kecamatan Ngancar berpeluang 





perekonomian desa, salah satunya yaitu melalui BUMDes. Sehingga alasan 
peneliti memilih lokasi di Kecamatan Ngancar selain karena potensinya yang 
beragam adalah karena klasifikasi BUMDes sesuai dengan target responden 
dalam penelitian ini, dan lokasi lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah 
dijangkau, serta ekonomis. Selain itu penelitian yang dilaksanakan di sembilan 
BUMDes di Kecamatan Ngancar bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengelolaan BUMDes yang masih dalam klasifikasi dasar, tumbuh, dan 
berkembang. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan 
apakah sudah terdapat solusi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah 
Kabupaten Kediri. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber 
informasi dan pembelajaran bagi instansi terkait maupun bagi pemerintahan 
desa itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebab berdasarkan 
pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, selama 
ini masih belum terdapat penelitian mengenai pengelolaan BUMDes yang masih 
pada tahap dasar, tumbuh, maupun berkembang, khususnya pada wilayah 
Kabupaten Kediri.  
Sehingga penulis memilih satu lokasi yang terdapat di Kabupaten Kediri 
yaitu Kecamatan Ngancar yang secara administratif memiliki 10 desa, yaitu Desa 
Bedali, Desa Margourip, Desa Manggis, Desa Sempu, Desa Sugihwaras, Desa 
Ngancar, Desa Pandantoyo, Desa Kunjang, Desa Jagul dan Desa Babadan. Dari 
sepuluh desa tersebut hanya satu desa saja yang belum membentuk Badan 
Usaha Milik Desa, yaitu Desa Sugihwaras yang terletak di lereng Gunung Kelud. 
Namun dari sembilan desa yang telah membentuk BUMDes, potensi desa masih 
belum dikembangkan secara maksimal. Sehingga potensi desa masih belum 
dimanfaatkan secara menyeluruh, padahal desa-desa di Kecamatan Ngancar 





perkebunan. Kegiatan ekonomi masyarakat desa yang cenderung homogen, 
yaitu berprofesi sebagai petani, pada saat tertentu akan menghadapi hambatan 
seperti kurangnya modal, sempitnya jaringan sosial untuk mendapatkan 
pekerjaan selain pada sektor pertanian, serta kurangnya pengetahuan dan 
keterampilan sebagian masyarakat desa yang belum mampu beradaptasi 
dengan permintaan pasar tenaga kerja pada saat ini. Sehingga muncul 
pernyataan bahwa pembangunan ekonomi lokal sesungguhnya berorientasi 
pada proses. Dimana dalam proses tersebut melibatkan pembentukan institusi 
baru, pembangunan industri alternatif, peningkatan kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar baru, dan 
transformasi pengetahuan (Rahardjo Adisasmita, 2005:19). Oleh karena itu desa 
memiliki wewenang untuk mendirikan lembaga berbasis ekonomi yaitu BUMDes 
yang dihadirkan ditengah-tengah kegiatan ekonomi masyarakat desa, untuk 
mendampingi usaha masyarakat agar lebih terorganisir. Sehingga pada tahun 
2016 terbentuklah BUMDes di beberapa desa di Kecamatan Ngancar Kabupaten 
Kediri yang terus berjalan hingga sekarang. 
Pengelolaan BUMDes menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga 
eksistensi BUMDes. Sebab pengelolaan yang baik dapat menunjang 
perekonomian desa, yang berpengaruh terhadap pendapatan dan 
pengembangan potensi-potensi desa. Pembangunan harus merupakan suatu 
kemauan dan kemampuan internal dalam masyarakat yang bersangkutan, 
merupakan suatu proses penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, 
kontribusi dan partisipasi aktif dan kreatif mayarakat lokal dalam pembangunan. 
Peningkatan partisipasi masyarakat lokal merupakan upaya pemberdayaan 
masyarakat (Rahardjo Adisasmita, 2005:11). Pada akhirnya, BUMDes akan 





pembangunan ekonomi pedesaan yang akan menjadi jalan bagi desa untuk 
mandiri melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan Peraturan Bupati 
No.22 Tahun 2017 menyatakan bahwa keuntungan 30% dari BUMDes akan 
dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). 
Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) merupakan langkah 
untuk mengembangkan perekonomian desa melalui penciptaan produk unggulan 
desa. Prukades sendiri merupakan salah satu program prioritas Kemendes PDTT 
dalam Program Dana Desa. Pengelolaan unit usaha BUMDes pada sembilan 
desa di Kecamatan Ngancar yang masih berkembang saat ini berupa Prukades, 
diantaranya adalah olahan nanas, agro buah, penggemukan sapi, perdagangan, 
pengelolaan air bersih, kerajinan aluminium, paket wisata, desa wisata, 
persewaan kios, agen BNI 46, supliyer sembako dan kantor POS desa. Adapun 
potensi wisata saat ini menjadi kekuatan dalam pengembangan ekonomi pada 
beberapa desa di Kecamatan Ngancar. Saat ini beberapa desa telah 
mengembangkan potensi desa wisata, beberapa obyek wisata yang sudah ada 
diantaranya adalah Gunung Kelud, Desa Wisata Sugihwaras, Kampung Indian, 
Kampung Anggrek dan beberapa wisata agro yang terletak di sepanjang lereng 
Gunung Kelud. Sehingga kawasan wisata tersebut telah membuka peluang bagi 
masyarakat untuk membentuk berbagai macam usaha yaitu rest area, lahan 
parkir, kerajinan, dan kuliner. 
Dapat disimpulkan pada pembahasan di atas yaitu, BUMDes berperan 
dalam mendorong kegiatan ekonomi beberapa masyarakat desa, dengan 
mengelola unit-unit usaha yang telah ada dan terus dikembangkan maka sangat 
relevan dalam membantu pembangunan ekonomi desa. Dan dengan melihat 
konsep klasifikasi BUMDes, maka penulis tertarik untuk melihat dari sisi 





gambaran mengenai peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa. 
Maka untuk mengetahui sejauh mana proses berjalannya BUMDes di Kecamatan 
Ngancar selama ini, maka penulis meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa 
(Studi Kasus BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 
masalah pada penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana pengelolaan BUMDes yang terdapat di Kecamatan Ngancar 
dalam menunjang pembangunan ekonomi desa? 
2. Apa saja permasalahan pada pengelolaan BUMDes yang terdapat di 
Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa? 
3. Bagaimana pemberdayaan sumberdaya lokal desa-desa di Kecamatan 
Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes yang terdapat di Kecamatan 
Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi desa. 
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pada pengelolaan 
BUMDes yang terdapat di Kecamatan Ngancar dalam menunjang 
pembangunan ekonomi desa. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan sumberdaya lokal desa-
desa di Kecamatan Ngancar dalam menunjang pembangunan ekonomi 
desa. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu: 





a. Diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan serta pengembangan 
pengelolaan BUMDes yang baik dengan menganalisis menggunakan 
teori pembangunan ekonomi. 
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 
selanjutnya dalam konteks analisis pengelolaan bumdes dalam 
menunjang pembangunan ekonomi desa  
2. Manfaat praktis 
a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi pengembangan ilmu 
ekonomi, khususnya studi ekonomi pembangunan serta dapat dijadikan 
sebagai pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 
sembilan desa di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan 
menggunakan teori pembangunan ekonomi dalam menunjang 
pembangunan ekonomi desa. 
b.Diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder yang ingin ikut 
terlibat dalam BUMDes dengan cara memberikan atau berinvestasi 
dengan modalnya. 
c.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 
desa untuk menentukan kebijakan selanjutnya demi meningkatkan 






BAB II  
KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Pemerintah Desa di Era Otonomi Desa 
Dalam konteks  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan Desa merupakan 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang  
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. 
Sedangkan kelurahan merupakan satuan administrasi pemerintahan di bawah 
kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota 
Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai  kesatuan masyarakat 
hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usulnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
tahun 2018 jumlah desa di Indonesia adalah 75.436 desa, sedangkan kelurahan 
berjumlah 8.444 kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 89% wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pemerintahan desa, 
sedangkan hanya kurang lebih 11% merupakan pemerintah kelurahan yang 
bersifat perkotaan. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat 
penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Desa 
merupakan lembaga pemerintah yang paling penting karena dapat menjangkau 
kelompok sasaran nyata untuk tujuan penyejahteraan. Oleh karena itu desa 
menjadi ujung tombak bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dan merupakan fondasi bagi sistem kemasyarakatan Indonesia 
secara nasional. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merumuskan bahwa, “Desa 
atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah 





mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rumusan ini 
terdapat kalimat “berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat”. Kalimat 
tersebut mengandung arti bahwa Desa mempunyai otonomi berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan 
dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Kata mengatur artinya 
kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (policy regulation), 
sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan (policy 
implementation). Oleh karena itu, desa memiliki berbagai bentuk pembangunan, 
sehingga perlu dilindungi menjadi desa yang mandiri, kuat, maju, dan demokratis 
untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan 
yang adil dan makmur menuju pembangunan masyarakat yang sejahtera. 
Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tentu tidak terlepas dari 
anggaran dana yang menunjang seluruh urusan pemerintahan yang sebesar-
besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Mengenai hal keuangan, desa 
memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu 
berupa segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 
desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam wilayah kewenangan desa 
didanai oleh APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah 
daerah. Pemerintah tingkat desa berkewajiban untuk mengelola keuangan 
tingkat desa secara transparan, bertanggung jawab, dan partisipatif, serta 
melaksanakannya secara tertib dan disiplin. Pendapatan desa merupakan salah 
satu struktur APBDes, yaitu penerimaan uang melalui rekening desa yang 





kembali oleh desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan desa yang 
berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota 
untuk desa paling sedikit 10%. Tujuan alokasi dana desa adalah: a) 
Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b) Meningkatkan 
perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 
pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur 
perdesaan; d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, 
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e) Meningkatkan ketenteraman 
dan ketertiban masyarakat; f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa 
dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g) 
Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h) 
Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) (dalam Hanif Nurcholis, 2011:88-90). 
Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dalam APDBesa 
seluruhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa sesuai dengan peraturan 
bupati/walikota. Dana desa sebesar 30% dialokasikan untuk belanja aparatur 
dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan 
masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk: Biaya 
perbaikan sarana publik dalam skala kecil; Penyertaan modal usaha masyarakat 
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Biaya untuk pengadaan ketahanan 
pangan; Perbaikan lingkungan dan pemukiman; Teknologi tepat guna; Perbaikan 
kesehatan dan pendidikan; Pengembangan sosial budaya; dan Kegiatan lain 
yang dianggap penting. 
Pelayanan pemerintahan desa memiliki fungsi yaitu melaksanakan 
pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan 





menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat (dalam Hanif Nurcholis, 
2011:105). Maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa 
harus memperhitungkan hasil yang bermanfaat agar tercapai peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa. Contoh pembangunan yang memberikan 
dampak langsung kepada masyarakat desa adalah pembangunan jalan, 
pembangunan pasar desa, penerangan jalan, jembatan, saluran irigasi, dam, 
serta saluran tersier dan sekunder. Oleh karena itu pemerintah desa membangun 
pasar desa untuk menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mendukung 
kegiatan perdagangan di desa. Di beberapa desa pasar desa dikelola oleh 
BUMDes sebagai salah satu unit usaha milik desa. 
 
2.2 Badan Usaha Milik Desa 
Pasal 1 angka 6 UU No.6 Tahun 2016 tentang BUMDes, sebagai Badan 
Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat desa. Hal ini berdasar atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan 
inisiatif Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi Desa, 
sumber daya alam di Desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola 
BUMDes, dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk 
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian 
dari usaha BUMDes. Harus terdapat kesepakatan melalui musyawarah desa 
untuk proses pendirian BUMDes yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga musyawarah dilaksanakan oleh BPD, 






  Berdasarkan Peraturan Desa No.6 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan 
Usaha Milik Desa, Pasal 2 terkait Pembentukan dan Pendirian BUMDes 
menyebutkan bahwa: 1) Dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah 
desa dan masyarakat desa, pemerintah desa membentuk dan mendirikan 
Bumdes sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga; 2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 
adalah Bumdes; 3) Bumdes sebagai Badan Hukum dan Badan Usaha 
berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya 
dalam Pasal 3 telah disebutkan terkait Tujuan Pembentukan BUMDes, yaitu: 
Meningkatkan perekonomian Desa; Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat 
untuk kesejahteraan Desa; Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan 
potensi ekonomi Desa; Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa 
dan/atau dengan pihak ketiga; Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 
mendukung kebutuhan layanan umum warga; Membuka lapangan kerja; 
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 
pertumbuhaan dan pemerataan ekonomi desa dan Meningkatkan pendapatan 
masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.  
Berdasarkan Pasal 4 terkait Jenis dan Pengembangan Kepengurusan, 
disebutkan bahwa: 1) Bidang usaha BUMDesa meliputi: Jasa Pariwisata, Jasa 
Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Jasa 
Keuangan, Perhubungan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi yang berada 
di luar kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Pusat  dll (sesuai dengan 
potensi desa masing–masing); 2) Jenis Usaha BUMDesa berupa: 1) Jasa 
Wisata; 2) Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro yang telah ada di desa; 3) 
Pelayanan Jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, 





Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, perikanan, 
industri kecil dan kerajinan rakyat; 6) Pasar Desa; 7) Kegiatan perekonomian 
lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi 
masyarakat antara lain wisata desa dan pengelola galian c; 8) Hasil pertanian 
dalam arti luas yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, 
perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis; 9) Industri kecil dan 
kerajinan rakyat; 10) Usaha sah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan desa. Seluruh jenis usaha yang telah disebutkan dalam Pasal 3 
tersebut yang selanjutnya dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk 
memberdayakan potensi yang dimiliki oleh desa, yang selanjutnya menyerahkan 
kewenangan pengelolaan usaha kepada BUMDes yang telah dibentuk.  
Dalam menyusun suatu rencana usaha, bumdes harus membuat Bisnis 
Model Canvas (BMC) terlebih dahulu untuk melihat kelayakan usaha yang akan 
dibentuk. Dalam Bisnis Model Canvas terdapat beberapa bagian yaitu: 1) 
Customer Segments, untuk menggambarkan siapa pelanggan potensial dari 
produk BUMDes; 2) Value Propositions, menjelaskan tentang nilai tambah yang 
akan membuat jenis usaha yang dipilih terlihat menarik dan berbeda dengan 
bisnis lain yang sudah ada. dapat berupa inovasi yang akan menjadi sebuah 
keunggulan bagi BUMDes; 3) Channel, berupa website atau media pemasaran 
lain yang akan digunakan oleh BUMDes untuk mewujudkan atau menyampaikan 
inovasi yang ditawarkan oleh BUMDes kepada konsumen; 4) Customer 
Relationships, sebuah usaha BUMDes untuk terus terhubung dengan konsumen 
lama, yang memungkinkan untuk melakukan pembelian ulang; 5) Revenue 
Streams, menjabarkan struktur finansial dari BUMDes. Yang termasuk 
didalamnya adalah produk/jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan 
bagi BUMDes; 6) Key Activities, merupakan penjelasan mengenai aktivitas apa 





oleh BUMDes; 7) Key Resources, menjelaskan mengenai asset strategis yang 
dibutuhkan oleh BUMDes. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur 
yang dibutuhkan dan semacamnya; 8) Key Partnerships, pada bagian ini 
menjelaskan mengenai mitra atau pihak ketiga yang akan dibuthkan oleh 
BUMDes dalam menjalankan usahanya; 9) Cost Structure, menjadi gambaran 
mengenai biaya apa saja yang dibutuhkan BUMDes untuk menjalankan 
keseluruhan aktivitas usaha. Dengan adanya kesembilan bagian tersebut maka 
BUMDes akan mampu memahami sebuah jenis usaha secara garis besar dan 
untuk memvalidasi apakah satu ide bisnis tersebut potensial atau tidak.  
BUMDes ditopang oleh lembaga keuangan desa sebagai unit yang 
melakukan transaksi keuangan baik berupa kredit maupun simpanan. Dalam UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) 
tersebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam proses perencanaan dan 
pembentukan didasarkan pada inisiatif masyarakat, dengan memperhatikan 
prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif. Dalam pengelolaannya BUMDes 
harus mengutamakan profesionalisme dan kemandiriannya, sebab dalam 
implementasinya BUMDes merupakan lembaga sosial sekaligus lembaga 
komersial.  
 
2.3 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes, yang pertama adalah 
Kooperatif, dimana semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 
mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan 
kelangsungan hidup usahanya. Kedua adalah Partisipatif, semua komponen 
yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta 





Ketiga adalah Emansipatif, dimana semua komponen yang terlibat dalam 
BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan 
agama. Keempat adalah Transparan, dimana aktivitas yang berpengaruh 
terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap 
lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Yang kelima adalah Akuntabel, 
dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
teknis maupun administratif. Dan yang terakhir adalah Sustainabel, kegiatan 
usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam 
wadah BUMDes (Herry Kamaroesid, 2016: 20). 
BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, yang 
kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Dalam hal ini 
apabila BUMDes masih belum berbadan hukum, maka didasarkan pada 
Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes. BUMDes dapat membentuk unit 
usaha meliputi Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Pada 
dasarnya pengelolaan BUMDes dilakukan terpisah dari Pemerintahan Desa. 
Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, 
dan pengawas. Berdasarkan data sementara yang didapatkan oleh penulis 
terdapat satu fakta bahwa BUMDes yang terdapat di sembilan desa di 
Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri masih belum berbadan hukum, sehingga 
dalam implementasinya berlandaskan pada Peraturan Desa terkait. 
 APBDes menjadi sumber modal awal bagi BUMDes, yaitu termasuk 
penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Modal 
masyarakat desa sendiri terdiri atas hibah, bantuan Pemerintah, kerja sama 
usaha dari pihak swasta, dan aset desa yang diserahkan kepada APBDes. 
Kemudian hasil usaha BUMDes merupakan hasil dari seluruh transaksi dikurangi 
pengeluaran biaya operasional dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan 





Bagi BUMDes yang tidak dapat menggunakan aset dan kekayaannya untuk 
mengganti kerugian yang dialami, dapat dinyatakan pailit sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Kepailitan. 
Dalam mempertanggungjawabkan implementasi BUMDes, pengelola 
operasional melaporkan pertanggungjawaban kepada penasihat yang secara ex-
officio dijabat oleh Kepala Desa. Kemudian BPD melakukan pengawasan 
terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. 
Pemerintah Desa mempertanggung-jawabkan tugas pembinaan terhadap 
BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. Kemudian 
dalam proses Pembinaan Dan Pengawasan, menteri menerapkan norma, 
standar, prosedur dan kriteria BUMDes. Gubernur melakukan sosialisasi, 
bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta 
memfasilitasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di 
Provinsi. Sedangkan Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia 
pengelola BUMDes. 
Dalam implementasinya, jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
diklasifikasikan sebagai berikut: 1) BUMDES Banking atau semacam lembaga 
keuangan mikro yang hadir paling awal sebelum lahirnya BUMDes. 2) BUMDES 
Serving yaitu BUMDes yang bergerak dalam bidang pengelolaan serta 
pelayanan air bersih dibawah naungan PAMDes. 3) BUMDes Brokering dan 
Renting yaitu BUMDes yang melayani pembayaran listri serta pasar yang 
terdapat di desa. 4) BUMDes Trading adalah BUMDes yang bergerak dibidang 
penyediaan kebutuhan pokok serta sarana produksi pertanian. 5) BUMDes 
Holding yaitu jenis usaha lokal yang terkait dengan desa wisata. (dalam Herry 






2.4 Pembangunan Ekonomi 
Menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan spontan dan 
terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan 
mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi 
dapat digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi dasar 
pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan teknologi produksi, sikap masyarakat, 
dan kelembagaan. Perubahan ini kemudian akan menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi. Pembangunan (development) adalah suatu konsep yang lebih luas. 
Konsep ini mencakup pula modernisasi kelembagaan, baik yang bersifat 
ekonomi maupun yang bukan ekonomi, seperti pemerintah, kota, desa, dan cara 
berpikir. Tidak hanya yang berkenaan dengan tujuan agar dapat 
memproduksikan secara efisien, melainkan juga agar mengkonsumsi secara 
rasional dan hidup lebih baik. Semua itu membuka jalan bagi pertumbuhan 
ekonomi dan sejalan dengan perubahan sosial. Pertumbuhan ekonomi membuka 
jalan bagi kemajuan (dalam Rahardjo Adisasmita, 2005: 206). 
2.4.1 Pembangunan Ekonomi menurut Todaro, M P & Smith 
Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang 
melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap 
masyarakat, dan lembaga nasional, yang diikuti dengan percepatan 
pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan 
kemiskinan. Pembangunan, pada intinya, harus mewakili keseluruhan perubahan 
dimana seluruh sistem sosial, disesuaikan dengan beragam kebutuhan dasar 
dan aspirasi yang berkembang dari individu dan kelompok sosial dalam sistem 
itu, dimana ada perpindahan dari kondisi kehidupan yang secara luas dianggap 
tidak memuaskan terhadap sebuah situasi menuju kepada kondisi kehidupan 





pembangunan memberikan perhatian dalam mengidentifikasi tujuan manusia dari 
pembangunan ekonomi, sebagaimana halnya yang telah dilakukan Amartya Sen, 
salah satu pemikir terkemuka tentang arti pembangunan (Todaro dan Smith 
dalam Arif Rahman Hakim, 2019). 
Menurut Todaro & Smith, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 
negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) Berkembangnya kemampuan 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) 
Meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) 
Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) 
yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Definisi pembangunan 
ekonomi sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan (Gross 
National Product) GNP per tahun saja. Namun pembangunan ekonomi bersifat 
multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, 
bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi dapat 
didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka 
mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan 
adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat 
didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil 
per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh 
perbaikan sistem kelembagaan. Sehingga dari definisi di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan 
sifat sebagai berikut: 1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara 
kontinu; 2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita; 3. Peningkatan 
pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang; 4. 
perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, 





yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (rule of the games) baik aturan 
formal maupun informal, dan organisasi (players) yang mengimplementasikan 
aturan main tersebut (Todaro & Smith dalam Arsyad, Modul 1 Ekonomi 
Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi). 
2.4.2 Pembangunan Ekonomi Daerah 
Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah 
dan masyarakatnya mengelola seluruh sumber daya yang tersedia dan 
membentuk model kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk 
menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi di daerah 
tersebut. Dalam pembangunan daerah, dengan memanfaatkan potensi sumber 
daya lokal, sumber daya manusia, dan kelembagaan lebih ditekankan pada 
peran kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (unique value) 
pada daerah yang bersangkutan (endogenous development). 
 Menurut Lincolin Arsyad (2015:374), dalam upaya pembangunan 
ekonomi daerah terdapat tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan 
jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Maka untuk mencapai tujuan 
tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus mampu bersinergi untuk 
mengambil inisiatif guna mewujudkan pembangunan daerah. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dalam memanfaatkan 
sumberdaya yang ada, harus mampu mengidentifikasi potensi setiap 
sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian 
daerah. 
2.4.3 Pembangunan Pedesaan 
Rahardjo Adisasmita dalam bukunya mengenai ekonomi wilayah 
menjelaskan bahwa strategi dan program pembangunan kota dan pedesaan 
harus dilaksanakan secara terpadu. Sebab pada kenyataannya kota dan wilayah 





pusat kota memungkinkan produksi dilaksanakan dengan biaya yang efisien dan 
distribusi barang-barang esensial dan jasa-jasa melalui skala ekonomi dan 
spesialisasi tenaga kerja. Kota-kota merupakan motor perubahan dan sangat 
vital untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, wilayah-wilayah pedesaan memiliki 
arti yang penting pula yaitu pedesaan mampu mensuplai bahan makanan yang 
dibutuhkan tenaga kerja di sektor industri, menyediakan banyak bahan baku 
untuk produksi industri, dan merupakan pasar lokal untuk barang-barang dan 
jasa-jasa yang dihasilkan industri di kota.  
Usaha-usaha intensif dilakukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan 
dalam tingkat pertumbuhan dan standar hidup antara kota dan pedesaan melalui 
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam secara lebih rasional. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi di 
desa diperlukan suatu kegiatan ekonomi secara padat karya. Sehingga dapat 
merangsang masyarakat desa untuk menjadi lebih produktif pada setiap kegiatan 
ekonomi yang ada di desa. Pembangunan hendaknya diarahkan pada 
pengembangan potensi sumber daya, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari 
setiap warga masyarakat. Dalam proses ini, pada hakekatnya merupakan proses 
transformasi sosial, maka perlu dipelihara “pertimbangan segitiga” antara 
perubahan, ketertiban, dan keadilan, dengan cara tertentu yang akan 
memperkokoh kebebasan manusia dalam masyarakat (Soedjatmoko, 1984; 19).  
Pembangunan pedesaan dilaksanakan untuk mempercepat dan 
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. Pembangunan pedesaan meliputi: 1) Penggunaan dan 
pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan 
sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; 2) Pelayanan yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; 3) Pembangunan 





tepat guna; dan 4) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses 
terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. 
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 
ayat (1) disebutkan bahwa, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi 
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. Maka dari pendapat para ahli diatas mengenai konsep 
pembangunan ekonomi, telah sesuai dengan upaya pemerintah dalam gagasan 
berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang hak sepenuhnya diserahkan 
kepada desa untuk mengelola potensi sumber daya alam maupun sumber daya 
manusia yang terdapat didalamnya, semata-mata untuk menggerakkan 
perekonomian masyarakat desa.  
2.5 Penelitian Terdahulu 
 Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan  
penelitian ini, pemaparan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan 
sebagai perbandingan dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun penelitian 
terdahulu yang penulis maksud adalah: 
 Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Valentine 
Queen Chintary dan Asih Widi Lestari pada tahun 2016 dengan judul “Peran 
Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)” 
penelitian ini berfokus pada Peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola 
BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai 
mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan 





Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 
Adib Junaidi, dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam 
Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten 
Sidoarjo”. Penelitian ini berfokus pada BUMDes yang berperan dalam Penguatan 
Ekonomi di Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. 
Keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Negara) selain meningkatkan 
pendapatan asli desa juga dapat membuat ekonomi masyarakat menjadi kuat. 
Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Azis 
Prasetyo dengan judul “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan 
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo 
Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat 
terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak 
pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan 
masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu 
anggaran BUMDes. 
Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Coristya 
Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, dan Suwondo dengan judul “Keberadaan 
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di 
Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”. Penelitian ini berfokus 
pada Keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan 
daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan 
desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat 
ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. 
Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada analisis 
mengenai pengelolaan BUMDes dalam memberdayakan sumberdaya lokal 





penelitian pada sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri 
Jawa Timur. 
2.6 Kerangka Pikir 
Implementasi BUMDes tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah 
bersama dengan Pemerintah Desa sebagai fasilitator pelaksanaan program 
BUMDes. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memberikan 
kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 
(DPMPD) untuk melaksanakan programnya dalam mendukung implementasi 
BUMDes di Kabupaten Kediri. Eksistensi BUMDes dapat dilihat dari bagaimana 
program yang dirumuskan dan bagaimana implementasinya. Dengan melihat 
Jenis Usaha bersamaan dengan Pemberdayaan Masyarakatnya dan bagaimana 
BUMDes dalam melakukan Pengelolaan Usaha inilah yang nantinya akan 
menentukan Keberhasilan BUMDes itu sendiri. Sehingga dapat dilihat hasilnya 
apakah dari seluruh program yang dilaksanakan telah mampu menunjang 







































BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, 
yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan fakta dari kejadian yang diteliti 
sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam 
rangka mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan BUMDes dalam 
menunjang pembangunan ekonomi desa-desa di Kecamatan Ngancar. Tujuan 
penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, 
motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan 
memanfatkan berbagai metode yang alamiah. 
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), AHP dikembangkan oleh 
Thomas L Saaty pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model 
pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir 
manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa 
dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, AHP 
merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks 
dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur 
kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik 
sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. 
Dengan suatu sintesis, maka akan dapat ditentukan elemen mana yang 
mempunyai prioritas tertinggi. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP 
didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu penyusunan hierarki, penentuan 





perasaan, dan pengindraan dalam menganalisis pengambilan keputusan, (2) 
memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam 
membandingkan faktor-faktor yang ada, (3) memudahkan pengukuran dalam 
elemen, dan (4) memungkinkan perencanaan ke depan. 
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 
Wilayah Kecamatan Ngancar terletak pada lereng dan puncak Gunung 
Kelud yang merupakan kawasan wisata andalan Kabupaten Kediri. Sehingga 
pada wilayah ini memiliki peluang besar untuk mengeksplorasi potensi desa yang 
dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian desa, yang salah 
satunya yaitu melalui BUMDes. Sehingga alasan peneliti memilih lokasi di 
Kecamatan Ngancar selain karena potensinya yang beragam adalah karena 
klasifikasi BUMDes sesuai dengan target responden dalam penelitian ini, dan 
lokasi lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, serta ekonomis. 
Selain itu penelitian yang dilaksanakan di sembilan BUMDes di Kecamatan 
Ngancar bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes yang 
masih dalam klasifikasi dasar, tumbuh, dan berkembang. Bagaimana 
permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan apakah sudah terdapat 
solusi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah Kabupaten Kediri.  
Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan 
pembelajaran bagi instansi terkait maupun bagi pemerintahan desa itu sendiri. 
Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sebab berdasarkan pernyataan dari 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, selama ini masih belum 
terdapat penelitian mengenai pengelolaan BUMDes yang masih pada tahap 
dasar, tumbuh, maupun berkembang, khususnya pada wilayah Kabupaten 
Kediri. Sehingga penulis memilih satu lokasi yang terdapat di Kabupaten Kediri 





Bedali, Desa Margourip, Desa Manggis, Desa Sempu, Desa Sugihwaras, Desa 
Ngancar, Desa Pandantoyo, Desa Kunjang, Desa Jagul dan Desa Babadan. 
3.3 Unit Analisis dan Penentuan Informan 
 Penetapan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi Badan 
Usaha Milik Desa sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap proses 
implementasi BUMDes pada sembilan desa di Kecamatan Ngancar. Yaitu 
BUMDes Sempu Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes Margo Jaya, 
BUMDes Maju Makmur, BUMDes Guyub Rukun, BUMDes Sumber Makmur, 
BUMDes Sumber Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, dan BUMDes Karya 
Mandiri. 
 Penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Bumdes Dan Pengaruhnya 
Terhadap Perekonomian Desa, memerlukan informan yang mempunyai 
pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna 
memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) 
 Pengurus BUMDes Sempu Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes 
Margo Jaya, BUMDes Maju Makmur, BUMDes Guyub Rukun, BUMDes 
Sumber Makmur, BUMDes Sumber Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, 
dan BUMDes Karya Mandiri. 
 Masyarakat yang berhubungan langsung dengan Unit Usaha yang dimiliki 
oleh BUMDes 
 Prosedur pengambilan sampel atau responden dilakukan secara 
purposive sampling, yaitu dengan menentukan sampel atau responden yang 
dianggap dapat mewakili segmen stakeholder yang dinilai mempunyai pengaruh 





Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 19 responden yang 
terdapat di sembilan desa di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Adapun 
jumlah sampel berdasarkan jenis stakeholder adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1 Jumlah Sample Berdasarkan Jenis Stakeholder 
No. Stakeholder Responden 
1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pembangunan Desa (DPMPD) 
1 
2 Pengurus BUMDes 9 




3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan 
dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah :  
1. Kuisioner, memberikan daftar kuisioner untuk Pengurus BUMDes yang 
menjadi responden dalam penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh 
informasi mengenai Pengelolaan Bumdes. 
2. Wawancara, teknik wawancara dilakukan kepada kelompok masyarakat 
yang menjadi sampel, dalam hal ini adalah masyarakat yang bekerjasama 
dengan BUMDes sehingga mereka merasakan dampak langsung terkait 
keberadaan BUMDes di desa mereka. Dan untuk menggali informasi 
yang lebih mendalam dari sudut pandang masyarakat apakah 
implementasi BUMDes berhasil dan telah memberikan pengaruh 
terhadap perekonomian di desa mereka. 
3.5 Metode Analisis Data 
 Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan 





Kualitatif Deskriptif dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Secara jelasnya, 
metode yang digunakan antara lain sebagai berikut: 
3.5.1 Kualitatif Deskriptif  
Setelah seluruh data sudah lengkap, yaitu dari hasil observasi, 
wawancara, dan dokumentasi akan di analisis dan diolah guna mendapatkan 
kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan mengacu pada analisis data yang 
dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) yang menyatakan bahwa analisis 
data model interaktif memiliki 4 alur kegiatan, yaitu: 
a. Pengumpulan data 
Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan baik data sekunder maupun 
data primer. Dengan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. 
b. Reduksi data  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Reduksi 
data merupakan proses berfikir sensitif yang tajam tentang hasil pengamatan dan 
mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. 
c. Data Display (Penyajian Data)  
Langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart 
dan sejenisnya. Dengan melakukan langkah penyajian data, maka akan 
memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.   
d. Kesimpulan dan Verifikasi  
Dalam proses pengumpulan data peneliti sudah melakukan verifikasi. 
kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 
belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 
yang sebelumnya masih abu-abu sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 





data yang didapatkan sudah lengkap dan akurat kebenaranya, barulah peneliti 
dapat menarik kesimpulan akhir dan memberikan gambaran mengenai 
pemberdayaan sumber daya lokal melalui BUMDes untuk menunjang 
pembangunan ekonomi desa-desa di Kecamatan Ngancar. 
 
3.5.2 Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan Dr. Thomas L. Saaty 
dari Wharton School Of Business pada tahun 1970-an untuk mengorganisasikan 
informasi dan judgement dalam memiliki alternatif yang paling disukai. Pada 
dasarnya AHP adalah metode untuk memecahkan suatu masalah yang komplek 
dan tidak terstruktur kedalam kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok 
tersebut dalam suatu susunan hierarki, memasukan nilai numerik sebagai 
pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya 
dalam suatu sintesis ditentukan AHP adalah sebuah metode memecah 
permasalahan yang komplek/ rumit dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi 
bagian-bagian komponen. Mengatur bagian atau variabel ini menjadi suatu 
bentuk susunan hierarki, kemudian memberikan nilai numerik untuk penilaian 
subjektif terhadap kepentingan relatif dari setiap variabel dan mensistematis 
penilaian untuk variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan 
mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. AHP menggabungkan 
pertimbangan dan penilaian pribadi dengan cara logis yang di pengaruhi 
imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk menyusun hierarki dari suatu 
masalah yang berdasarkan logika, intuisi dan juga pengalaman. AHP merupakan 
suatu proses mengidentifikasi, dan memberikan perkiraaan interaksi sistem 
secara keseluruhan. (Tominanto: 2012) 
Analisis ini digunakan untuk memberikan nilai bobot setiap faktor dan 





BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Proses pemberian bobot 
indikator dan sub-indikator (variabel) dilakukan dengan menggunakan Analitical 
Hierarchy Process (AHP) melalui kuisioner untuk kelompok masyarakat yang 
sudah ditentukan sebelumnya dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) awalnya dikembangkan oleh Prof. Thomas 
Lorie Saaty dari Wharton Business School sekitar tahun 1970. Metode ini 
digunakan untuk mencari rangking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif 
dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, 
seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan pilihan dari berbagai 
alternatif.  
Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik 
yang terdiri dari: 1) Resiprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa 
matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat kebalikan; 2) 
Homogenity, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbanding; 3) 
Dependence, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (complate hierarchy) 
walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (incomplate 
hierarchy); 4) Expectation, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat 
ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat 
merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.  
Pembobotan dan Pemeringkatan Prinsip Pengelolaan BUMDes 
merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuknya. Semakin 
baik kinerja indikator-indikator pembentuknya, maka akan semakin tinggi 
keberhasilan pengelolaan BUMDes. Sebaliknya, apabila kinerja indikator-
indikator pembentuk pengelolaan tersebut rendah, maka keberhasilan 
pengelolaan BUMDes tersebut juga rendah. Untuk melihat keberhasilan 
pengelolaan BUMDes di Kecamatan Ngancar, maka terlebih dahulu ditentukan 





bobot dari masing-masing faktor tersebut. Pembobotan ini diperoleh dengan 
menggunakan metode Analytic Hierarchy Proccess (AHP) dengan bantuan 
Software yaitu Expert Choice. 
Berikut merupakan tabel skala penilaian perbandingan yang digunakan 
untuk mengukur prioritas keputusan yang diambil oleh responden. 






1 Sama pentingnya Kedua elemen mempunyai pengaruh 
yang sama 
3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan penilaian sedikit 
memihak satu elemen dibandingkan 
dengan pasangannya 
5 Lebih penting Pengalaman dan penilaian sangat 
memihak satu elemen dibandingkan 
dengan pasangannya 
7 Sangat penting Satu elemen sangat disukai dan 
secara praktis dominasinya sangat 




Mutlak lebih penting Satu elemen terbukti lebih disukai 
dibandingkan dengan pasangannya, 
pada tingkat keyakinan yang tertinggi 
2,4,6,8 Nilai tengah Diberikan bila terdapat keraguan 
penilaian antara dua penilaian yang 
berdekatan 
Kebalikan Aij= 1/Aji Bila aktivitas i memperoleh suatu 
angka bila dibandingkan dengan 
aktivitas j, maka j memiliki nilai 
kebalikannya bila dibandingkan i 







   





Tabel 3.3 Penjelasan Hierarki 
 
Kriteria  Sub Kriteria Alternatif 
(BUMDes) 
A. Kooperatif  A1 Perangkat organisasi kelembagaan 









 Sempu Mandiri 
 Toyo Makmur 
 Margo Jaya 
 Maju Makmur 
 Guyub Rukun 
 Sumber Makmur 
 Sumber Agung 
 Lancar Sejahtera 
 Karya Mandiri. 
 
A2 Penyertaan modal dari Pemerintah 
Desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan Desa  
A3 Terdapat AD/ART, Perdes, dan 
SOP dalam tata kelola BUMDes  
A4 Struktur organisasi sudah sesuai 
dengan kebutuhan BUMDes  
A5 Unit Usaha BUMDes berbadan 
hukum  
  
B. Partisipatif  B1 Kerjasama usaha antar Desa atau 
dengan pihak ketiga  
B2 Dukungan Pemerintah Desa 
kepada BUMDes  
B3 Pengurus BUMDes memiliki 
keterampilan sebagai wirausaha  
B4 Keberadaan BUMDes mampu 
meningkatkan pelayanan Desa 
kepada masyarakat 
B5 BUMDes membuka lapangan kerja 
dan berkontribusi bagi 
pengembangan usaha masyarakat 
  
C. Emansipatif  C1 Setiap pemilik modal memperoleh 
bagian keuntungan sesuai dengan 
presentase penyertaan modal  
C2 Gaji bagi pengurus BUMDes 
sesuai dengan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK)  
C3 Hasil usaha BUMDes 30% 
dialokasikan untuk Pendapatan 
Asli Desa (PADes)  
C4 BUMDes adil dalam membagikan 
informasi bagi seluruh investor dan 
calon investor 
C5 BUMDes memiliki target dan 
strategi bisnis bagi unit usaha 
  
D. Transparan D1 BUMDes menyajikan laporan 
keuangan yang transparan  
D2 Musdes diikuti oleh Pemerintah 
Desa, BPD, dan unsur masyarakat 
dan dilaksanakan secara rutin 
sesuai kebutuhan BUMDes 





perkembangan program kegiatan 
dan informasi lainnya  melalui 
papan informasi atau 
menyampaikan secara langsung 
kepada Penasehat BUMDes 
D4 BUMDes terbuka untuk menerima 
kritik dan saran dari masyarakat 
D5 Terdapat kepentingan individu atau 




E. Akuntabel  E1 Perangkat keuangan lengkap, 
terdapat tim audit  
E2 Meminta dan menyimpan bukti 
transaksi untuk audit keuangan  
E3 BUMDes memiliki rekening 
bersama  
E4 Terdapat bimbingan teknis 
(BimTek) aplikasi Sistem Informasi 
dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus 
BUMDes  
E5 Laporan administrasi keuangan 
dilaksanakan secara rutin  
  
F. Sustainable  F1 Jenis usaha yang dikelola sesuai 
dengan potensi Desa  
F2 Unit usaha yang dikelola menarik 
dan dapat bersaing di pasar  
F3 Keberlanjutan supply produksi  
F4 Keterhubungan dan 
pengembangan dengan jaringan/ 
segmentasi pasar  
F5 Manfaat dari BUMDes diperluas 











4.1 Deskripsi Wilayah 
Kondisi Geografis Kecamatan Ngancar 
Letak geografis Kecamatan Ngancar terletak di Kabupaten Kediri Jawa 
Timur. Kecamatan Ngancar memiliki luas wilayah 94,05 Km2, luas tersebut 
6,79%  dari luas Kabupaten Kediri. Luas wilayah ini terdiri dari lahan sawah 
seluas 816,80 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 324,9 Ha. Posisi geografis 
Kecamatan Ngancar terletak antara 11,47’05” sampai dengan 8,0’32” Lintang 
Selatan, serta ketinggian 353 ketinggian dari permukaan laut. Batas wilayah 
Kecamatan Ngancar pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Wates, 
bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Plosoklaten. Kemudian di bagian 
timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, dan yang terakhir pada bagian 
selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Jarak dari Kecamatan 
Ngancar ke Kota Kediri berjarak sekitar 30 km, lama perjalanan yang dibutuhkan 
adalah satu jam jika menggunakan kendaraan bermotor. 
Kecamatan Ngancar merupakan kecamatan yang semua desanya terletak 
di dataran dan lereng Gunung Kelud. Sehingga sepuluh desa di Kecamatan 
Ngancar memiliki banyak potensi mulai dari perkebunan, pertanian, hingga 
wisata alam. Buah Nanas sudah menjadi icon Kecamatan Ngancar sebab 
wilayah ini merupakan sentra buah nanas di Kediri. Namun tidak menutup 
kemungkinan terdapat potensi-potensi lain yang belum dieksplorasi oleh 
masyarakat setempat. Oleh karena itu terdapat BUMDes pada masing-masing 







4.2 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 1 angka 6, tentang BUMDes, 
sebagai Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat 24, 
telah dijelaskan bahwa BUMDes terbentuk bertujuan untuk memberdayakan 
masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. 
Pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan upaya dalam pengembangan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui perumusan kebijakan, 
program kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat desa. Disertai dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan 
pemanfaatan sumberdaya lokal. BUMDes dibentuk dengan mengedepankan 
peran Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal 
dan pemberdayaan masyarakat. 
Secara teknis BUMDes diatur dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung 
seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola 
oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Pendirian BUMDes harus dengan 
mempertimbangkan: a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; b) 
Potensi usaha ekonomi Desa; c) Sumber daya alam di Desa; d) Sumberdaya 
manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan e) Penyertaan modal dari 





diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. BUMDes memiliki 
peluang untuk mengembangkan berbagai jenis unit usaha yaitu bisnis yang 
bersifat sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis perdagangan, bisnis 
keuangan, dan usaha bersama. Namun dari berbagai jenis unit usaha yang ada, 
BUMDes hanya mengelola unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal desa 
dan lebih khususnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa terkait. 
Berikut dibawah ini merupakan salah satu contoh Susunan Pengurus 
BUMDes yang dimiliki oleh BUMDes Margo Jaya Desa Margourip Kecamatan 
Ngancar. Namun dalam implementasinya pada setiap BUMDes memiliki struktur 
organisasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha yang dimiliki 
oleh BUMDes. Struktur organisasi yang lengkap akan membantu BUMDes dalam 
setiap kegiatan operasional mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan 
keberlanjutan bisnis usaha yang dimiliki oleh BUMDes. 













































Pembangunan ekonomi lokal desa didasarkan pada potensi, kebutuhan, 
kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa berupa modal 
pembiayaan maupun kekayaan alam milik desa yang bertujuan untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pembentukan BUMDes 
berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat 
desa. Namun dalam perkembangannya BUMDes harus mampu melengkapi 
prinsip pengelolaannya yang terdiri dari enam prinsip yaitu Kooperatif, 
Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable. Hal tersebut 
bertujuan untuk keberlangsungan unit-unit usaha dalam BUMDes sehingga 
dapat terus terjaga eksistensinya demi meningkatkan kegiatan ekonomi 
masyarakat desa. Dalam perkembangannya keberadaan BUMDes di Kecamatan 
Ngancar diharapkan mampu menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 
sesuai dengan kebutuhan warga berdasarkan jenis usaha mereka, membuka 
lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pelayanan umum, menumbuhkan dan meratakan perekonomian lokal desa, serta 
meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes). 
Berdasarkan hasil studi literatur dan pencarian fakta-fakta implementasi 
dilapangan, maka dalam penelitian ini mendasarkan pada enam prinsip atau 
kriteria dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Keenam kriteria tersebut 
yaitu kriteria Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, dan 
Sustainable. Masing-masing kriteria tersebut didefinisikan sebagai berikut: 
4.2.1 Kooperatif 
Kepengurusan BUMDes sesuai dengan Peraturan Bupati No.22 Tahun 
2017. Secara ex-officio oleh Kepala Desa menjabat sebagai Penasihat dalam 
BUMDes. Dimana pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1) huruf b dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi 





tenaga yang di kontrak desa,  dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sehingga 
dalam Perbup 22 tahun 2017 pasal 16 ayat 3 telah disebutkan bahwa 
Kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal 
dari unsur Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Maka 
dengan adanya peraturan tersebut Perangkat Desa dapat lebih optimal dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah desa dapat 
lebih fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, 
dan pemberdayaan masyarakat. Dan Kepala desa dapat lebih nyaman, aman 
dan tenang  dalam menjalankan roda pemerintahan desa, sekaligus menjalankan 
profesionalitasnya dalam membina BUMDes tanpa intervensi aparatur desa yang 
lain. Oleh karena itu pemerintah desa memiliki kesempatan yang besar untuk 
meningkatkan kapasitas diri dan kapasitas kelembagaan dalam rangka 
peningkatan pelayanan masyarakat. 
Pada sisi BUMDes, dengan adanya peraturan bupati tersebut maka 
BUMDes dapat dikelola dengan lebih profesional dan terarah, BUMDes memiliki 
kesempatan yang luas untuk mengembangkan usaha. Adanya kepastian arah 
manajemen modal dan organisasi, keuangan, serta alokasi hasil usaha. 
Organisasi BUMDes memiliki kepastikan hukum (legalitas) yang kuat. 
Pemerintah Desa bisa mengawasi kegiatan usaha BUMDes dengan leluasa. 
Oleh karena itu dalam indikator kooperatif semua komponen yang terlibat di 
dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi 
pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Pada kriteria ini akan dinilai: 
a) Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap; b) Penyertaan modal 
dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa; c) 
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes; d) Struktur 







Partisipasi masyarakat menjadi modal sosial yang dapat memperkuat 
potensi-potensi desa. Dalam organisasi kemampuan sumber daya manusia 
sangat penting karena hal ini yang akan menjadi tolak ukur eksistensi dari 
sebuah organisasi. Seperti halnya BUMDes sebagai lembaga yang bergerak di 
bidang bisnis atau usaha maka akan sangat membutuhkan orang-orang yang 
memiliki kapasitas dalam bisnis untuk mengelola unit usaha yang dimiliki oleh 
BUMDes. 
Dalam indikator partisipatif semua komponen yang terlibat di dalam 
BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan 
dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha. Pada kriteria ini akan 
dinilai: a) Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga; b) Dukungan 
Pemerintah Desa kepada BUMDes; c) Pengurus BUMDes memiliki keterampilan 
sebagai wirausaha; d) Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan 
Desa kepada masyarakat; e) BUMDes membuka lapangan kerja dan 
berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat. 
4.2.3 Emansipatif 
Dalam indikator emansipatif semua komponen yang terlibat dalam 
BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan 
agama. Oleh karena itu dalam implementasi BUMDes prinsip ini mengharuskan 
adanya keadilan dalam pembagian informasi berkaitan dengan perusahaan atau 
BUMDes kepada investor. Dengan keadilan dalam membagikan informasi, 
seluruh investor dan calon investor dapat mempertimbangkan dengan baik 
mengenai investasi mereka di dalam BUMDes.  
Pada kriteria ini akan dinilai: a) Setiap pemilik modal memperoleh bagian 
keuntungan sesuai dengan presentase penyertaan modal; b) Gaji bagi pengurus 





BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes); d) BUMDes 
adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan calon investor; e) 
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha. 
4.2.4 Transparan 
Penyediaan informasi berkaitan dengan BUMDes sangat penting untuk 
dilaksanakan. Ketersediaan informasi yang baik dapat menjadi tolok ukur dan 
atau pertimbangan bagi stakeholder maupun shareholder dalam menentukan 
sikap. Informasi mengenai BUMDes dipersiapkan dalam bentuk dokumen fisik 
maupun digital.  
Dalam indikator transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap 
kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 
masyarakat dengan mudah dan terbuka. Pada kriteria ini akan dinilai: a) 
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan; b) Musyawarah Desa 
(Musdes) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan 
dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes; c) BUMDes 
menyampaikan perkembangan program kegiatan dan informasi lainnya  melalui 
papan informasi atau menyampaikan secara langsung kepada Penasehat 
BUMDes; d) BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat; 
e) Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang 
mempengaruhi berjalannya BUMDes. 
4.2.5 Akuntabel 
Pengelola BUMDes diharuskan dapat mempertanggungjawabkan 
kinerjanya terhadap seluruh stakeholder dan shareholder terkait. Sehingga 
profesionalisme dalam BUMDes dapat tercipta, dengan adanya akuntabilitas 
dalam pengelolaan maka dapat memudahkan penyusunan rencana strategis 





pengeluaran perusahaan dan dapat terhindar dari pengambilan risiko yang tidak 
perlu. 
Dalam indikator akuntabel seluruh kegiatan usaha harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Pada kriteria ini 
akan dinilai: a) Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit; b) Meminta dan 
menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan; c) BUMDes memiliki rekening 
bersama; d) Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan 
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes; e) Laporan administrasi keuangan 
dilaksanakan secara rutin. 
4.2.6 Sustainable 
Dalam menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi 
desa, maka kegiatan usaha masyarakat yang diwadahi oleh BUMDes harus 
dapat terus dikembangkan dan dilestarikan. Dalam indikator sustainable 
(keberlanjutan), kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 
masyarakat dalam wadah BUMDes. Pada kriteria ini akan dinilai: a) Jenis usaha 
yang dikelola sesuai dengan potensi Desa; b) Unit usaha yang dikelola menarik 
dan dapat bersaing di pasar; c) Keberlanjutan supply produksi; d) Keterhubungan 
dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi pasar; e) Manfaat dari 
BUMDes diperluas (expanded benefits).  
 
4.3 Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data terkait Badan Usaha Milik 
Desa di Kediri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa 
yang lebih khususnya dari bidang Program Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (P3MD). Selanjutnya penulis melakukan penyebaran kuesioner 
kepada responden yang telah ditentukan. Dalam hal penyebaran kuesioner, cara 





diwawancarai mengenai kriteria-kriteria yang berkaitan dengan pemilihan 
prioritas dalam pengelolaan BUMDes di Desa mereka. Responden yang masuk 
dalam daftar pengisian kuesioner adalah perwakilan dari pengurus BUMDes 
Sempu Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes Margo Jaya, BUMDes Maju 
Makmur, BUMDes Guyub Rukun, BUMDes Sumber Makmur, BUMDes Sumber 
Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, dan BUMDes Karya Mandiri. Jumlah semua 
responden pada bagian ini mencapai 9 orang; 2) Pengambilan data dari 
responden dilakukan melalui kuesioner yang diberikan ke responden disesuaikan 
dengan kondisi responden dan kemudahan pengambilan data; 3) Rancangan isi 
pertanyaan ke responden meliputi 30 pertanyaan yang mewakili kriteria-kriteria 
penilaian sebagai ukuran yang berpengaruh terhadap pemilihan faktor yang 
diprioritaskan dalam pengelolaan BUMDes. Kuesioner dirancang sedemikian 
rupa sehingga memudahkan dalam pembacaan dan pemahaman responden 
(Kuesioner dapat dilihat pada Lampiran).  
Selanjutnya untuk mengetahui pengelolaan BUMDes lebih dalam, penulis 
melakukan wawancara kepada pengurus BUMDes dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan terkait jumlah karyawan yang terserap oleh BUMDes, 
jenis unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes, apakah BUMDes telah mampu 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), apakah terdapat pembangunan 
atau perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung berjalannya unit 
usaha yang dimiliki oleh BUMDes, dan kendala apa saja yang saat ini masih 
dihadapi oleh pengurus BUMDes (Daftar pertanyaan dapat dilihat pada 
Lampiran). 
Adapun dalam penelitian ini penulis melihat tanggapan dari sisi masyarakat 
yang berhubungan langsung dengan Unit Usaha yang dimiliki oleh BUMDes, 





usaha dalam BUMDes. Dalam hal ini pertanyaan yang diajukan adalah terkait 
pemberdayaan masyarakat dengan adanya BUMDes, apakah BUMDes telah 
mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, apakah terdapat 
akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, 
bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat, apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu 
meningkatkan pendapatan responden atau warga setempat. Adapun pertanyaan 
yang lebih spesifik untuk masyarakat adalah apa saja tugas mereka dalam 
mengelola unit usaha ini, kemudian apakah terdapat fasilitas yang disediakan 
oleh BUMDes bagi usaha mereka, dan kendala apa yang saat ini masih dihadapi 
dalam mengelola unit usaha tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir adalah 
terkait potensi desa, apakah terdapat potensi lain yang masih belum 
dikembangkan oleh BUMDes dan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh responden (hasil 
wawancara dapat dilihat pada Lampiran). 
 
4.4 Analisis Indikator Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menggunakan 
Analitycal Hierarchy Process (AHP) 
Pembobotan dan Pemeringkatan Prinsip Pengelolaan BUMDes merupakan 
representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuknya. Semakin baik kinerja 
indikator-indikator pembentuknya, maka akan semakin tinggi keberhasilan 
pengelolaan BUMDes. Sebaliknya, apabila kinerja indikator-indikator pembentuk 
pengelolaan tersebut rendah, maka keberhasilan pengelolaan BUMDes tersebut 
juga rendah. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan BUMDes di Kecamatan 
Ngancar, maka terlebih dahulu ditentukan faktor-faktor penentu keberhasilan 





tersebut. Pembobotan ini diperoleh dengan menggunakan metode Analytic 
Hierarchy Proccess (AHP) dengan bantuan Software yaitu Expert Choice. 
Pembobotan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktor-faktor yang 
sebaiknya diprioritaskan dan memberikan pengaruh bagi peningkatan 
pengelolaan BUMDes. Bobot yang lebih besar dari suatu faktor menunjukkan 
bahwa faktor tersebut lebih penting dibandingkan dengan faktor lainnya dalam 
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.  
  Pada penelitian ini indikator yang dimaksud dalam pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa adalah indikator Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, 
Transparan, Akuntable, dan Sustainable yang selanjutnya dalam penghitungan 
ini disebut dengan kriteria. Kemudian dari enam kriteria tersebut terdapat tiga 
puluh sub kriteria yang menjelaskan faktor-faktor dalam pengelolaan BUMDes 
yang lebih spesifik berkaitan dengan enam kriteria tersebut. Nilai pembobotan 
diperoleh dari hasil wawancara dan memberikan kuisioner kepada pengurus 
BUMDes Sempu Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes Margo Jaya, 
BUMDes Maju Makmur, BUMDes Guyub Rukun, BUMDes Sumber Makmur, 
BUMDes Sumber Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, dan BUMDes Karya 
Mandiri.  
4.4.1 Faktor Prioritas Dalam Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Ngancar 
 Berikut ini merupakan hasil pembobotan dari faktor-faktor pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Ngancar dengan menggunakan Expert 
Choice, hasil ini didapatkan dengan menggabungkan sembilan responden yang 
merupakan perwakilan dari masing-masing BUMDes di Kecamatan Ngancar 












Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,171)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,277)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,259)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,206)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,087)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,077)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,163)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,173)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,235)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,353)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,108)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,117)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,277)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,123)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,376)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,213)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,313)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,201)
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Gambar 4.2 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes 
Berdasarkan hasil dari penghitungan diatas menunjukkan bahwa pada 
masing-masing kriteria terdapat satu sub kriteria yang menurut pengurus 
BUMDes faktor tersebut merupakan yang paling penting jika dibandingkan faktor 
lain yang mendukung pengelolaan BUMDes pada Desa mereka. Dapat kita lihat 
pada indikator Kooperatif telah didapatkan bahwa faktor Penyertaan modal dari 
Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa memiliki bobot 
paling besar yaitu 0,277. Kemudian pada indikator Partisipatif telah didapatkan 
bahwa faktor BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi 
pengembangan usaha masyarakat memiliki bobot paling besar yaitu 0,353. 
Sedangkan pada indikator Emansipatif telah didapatkan bahwa faktor BUMDes 
memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha memiliki bobot paling besar 
yaitu 0,376. Selanjutnya pada indikator Transparan telah didapatkan bahwa 
faktor Musyawarah Desa (Musdes) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan 
unsur masyarakat dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes 
memiliki bobot paling besar yaitu 0,313. Pada indikator Akuntable telah 
didapatkan bahwa faktor Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem 
Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes memiliki bobot paling 
besar yaitu 0,318. Dan yang terakhir pada indikator Sustainable telah didapatkan 
bahwa faktor Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) memiliki bobot 
paling besar yaitu 0,272.  
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Melihat hasil pembobotan tersebut menunjukkan bahwa tanggapan 
responden yang merupakan pengurus BUMDes terhadap hirarki ini adalah 
ditemukan satu faktor yang dianggap paling penting pada setiap implementasi 
prinsip pengelolaan BUMDes, adapun dalam proses pengelolaannya beberapa 
faktor tersebut merupakan representasi dari tujuan dibentuknya BUMDes. Berikut 
merupakan penjelasan faktor-faktor keberhasilan pengelolaan BUMDes 
berdasarkan hasil pembobotan dan pemeringkatan menggunakan Analityc 
Hierarchy Process (AHP) pada masing-masing indikator, yang didapatkan 
dengan menggabungkan sembilan responden yang merupakan perwakilan dari 
masing-masing BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.  
A. Indikator Kooperatif 
 
Gambar 4.3 Prioritas kriteria pengelolaan BUMDes pada indikator 
Kooperatif 
Berdasarkan gambar 4.3 urutan bobot prioritas kriteria pengelolaan 
BUMDes pada indikator Kooperatif yaitu kriteria Penyertaan Modal dari 
Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa memiliki nilai 
bobot tertinggi yaitu dengan bobot 0.277. Selanjutnya kriteria Terdapat AD/ART, 
Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes memiliki nilai bobot tertinggi kedua 
yaitu dengan bobot 0,259. Diurutan yang ketiga adalah kriteria Struktur 
organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes dengan bobot 0,206. 





kelembagaan BUMDes lengkap dengan bobot 0,171. Dan pada urutan prioritas 
terakhir adalah kriteria Unit usaha BUMDes berbadan hukum. Fakta yang penulis 
temukan dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh BUMDes di Kecamatan 
Ngancar belum memiliki badan hukum, sehingga dalam implementasinya 
berdasar pada Peraturan Desa (Perdes). Nilai Inconsistency rasio pada indikator 
Kooperatif adalah 0,03 yang menunjukan bahwa hasil Analitycal Hierarchy 
Process (AHP) dapat diterima karena nilai Inconsistency rasio kurang dari 0,1.  
 
B. Indikator Partisipatif 
 
Gambar 4.4 Prioritas kriteria pengelolaan BUMDes pada indikator 
Partisipatif 
Berdasarkan gambar 4.4 urutan bobot prioritas kriteria pengelolaan 
BUMDes pada indikator Partisipatif yaitu kriteria BUMDes membuka lapangan 
kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat menjadi prioritas 
utama sebab memiliki nilai bobot tertinggi yaitu 0,353. Hal ini sesuai dengan 
tujuan dibentuknya BUMDes pada Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 
pasal 2 yang menjelaskan bahwa Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai 
upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan 
umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Selanjutnya 
urutan prioritas kedua terdapat kriteria Keberadaan BUMDes mampu 
meningkatkan pelayanan Desa kepada masyarakat dengan bobot 0,235. 
Model Name: (copy)hasil AHP
Priorities with respect to: C...
Goal: Pengelolaan BUMDes
      >Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga ,077
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes ,163
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha ,173
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada masyarakat ,235
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat ,353
 Inconsistency = 0,02
      with 0  missing judgments.






Diurutan ketiga terdapat kriteria Pengurus BUMDes memiliki keterampilan 
sebagai wirausaha dengan bobot 0,173.  
Kemudian pada urutan keempat terdapat kriteria Dukungan pemerintah 
desa kepada BUMDes dengan bobot 0,163. Dan pada urutan terakhir terdapat 
kriteria kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga dengan bobot 0,077. 
Dalam hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa 
dalam implementasinya BUMDes pada sembilan Desa di Kecamatan Ngancar 
masih belum melakukan kerjasama antar desa atau yang biasa disebut dengan 
BUMDes Bersama (BUMDESMA). Namun terkait kerjasama dengan pihak ketiga 
pada sebagian BUMDes di Kecamatan Ngancar sudah melaksanakannya, hal ini 
berakitan erat dengan jenis unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes tersebut. Nilai 
Inconsistency rasio pada indikator Partisipatif adalah 0,02 yang menunjukan 
bahwa hasil Analitycal Hierarchy Process (AHP) dapat diterima karena nilai 
Inconsistency rasio kurang dari 0,1.  
 
C. Indikator Emansipatif 
 
Gambar 4.5 Prioritas kriteria pengelolaan BUMDes pada indikator 
Emansipatif 
Berdasarkan gambar 4.5 urutan bobot prioritas kriteria pengelolaan 
BUMDes pada indikator Partisipatif yaitu kriteria BUMDes memiliki target dan 
strategi bisnis bagi unit usaha memiliki nilai bobot tertinggi yaitu dengan bobot 
Model Name: (copy)hasil AHP
Priorities with respect to: Combined
Goal: Pengelolaan BUMDes
      >Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan presentase penyertaa...,108
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ,117
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) ,277
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan calon investor ,123
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha ,376
 Inconsistency = 0,02
      with 0  missing judgments.






0,376. Pada urutan kedua terdapat kriteria Hasil usaha BUMDes 30% 
dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan nilai bobot sebesar 
0,277. Dalam implementasinya sebagian besar BUMDes di Kecamatan Ngancar 
telah mampu meningkatkan PADes, namun bagi BUMDes yang belum mampu 
memberikan 30% pendapatannya untuk Desa dikarenakan hasil pendapatan 
BUMDes masih digunakan untuk penambahan modal dan biaya operasional. 
Selanjutnya pada urutan ketiga terdapat kriteria BUMDes adil dalam 
membagikan informasi bagi seluruh investor dan calon investor dengan nilai 
bobot sebesar 0,123. Meskipun saat ini BUMDes masih belum membuka 
investasi dari pihak ketiga namun pengurus BUMDes telah memiliki kesadaran 
akan keterbukaan informasi bagi siapapun yang ingin menjalin kerjasama 
dengan BUMDes.  
Pada urutan keempat terdapat kriteria Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai 
dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki bobot prioritas sebesar 0,117. 
Dalam implementasinya BUMDes merupakan social entrepreneurship yang hadir 
ditengah masyarakat sebagai fasilitator untuk memberdayakan potensi lokal 
desa, sehingga terkait gaji bagi pengurus sebagian besar belum sesuai dengan 
UMK, oleh karena itu pengurus BUMDes merupakan orang-orang yang memiliki 
jiwa sosial yang tinggi, disamping itu beberapa dari mereka memang memiliki 
pekerjaan lain selain menjadi Pengurus BUMDes. Yang terakhir adalah kriteria 
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan presentase 
penyertaan modal dengan nilai bobot 0,108. Nilai Inconsistency rasio pada 
indikator Emansipatif adalah 0,02 yang menunjukan bahwa hasil Analitycal 
Hierarchy Process (AHP) dapat diterima karena nilai Inconsistency rasio kurang 







D. Indikator Transparan 
 
Gambar 4.6 Prioritas kriteria pengelolaan BUMDes pada indikator 
Transparan 
Berdasarkan gambar 4.6 urutan bobot prioritas kriteria pengelolaan 
BUMDes pada indikator Transparan yaitu kriteria Musdes diikuti oleh Pemerintah 
Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara rutin sesuai 
kebutuhan BUMDes menjadi prioritas utama dengan nilai bobot yaitu 0,313. 
Kemudian pada urutan kedua terdapat kriteria BUMDes terbuka untuk menerima 
kritik dan saran dari masyarakat dengan nilai bobot sebesar 0,223. Selanjutnya 
pada urutan ketiga terdapat kriteria BUMDes menyajikan laporan keuangan yang 
transparan dengan nilai bobot 0,213. Dan yang keempat adalah kriteria BUMDes 
menyampaikan perkembangan program kegiatan dan informasi lainnya  melalui 
papan informasi atau menyampaikan secara langsung kepada Penasehat 
BUMDes dengan nilai bobot sebesar 0,201. Dan yang terakhir terdapat kriteria 
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang 
mempengaruhi berjalannya BUMDes dengan nilai bobot sebesar 0,051. 
Mengenai hal ini sembilan pengurus BUMDes menyatakan bahwa tidak ada 
konflik internal dalam Desa yang memengaruhi kinerja BUMDes secara 
signifikan. Nilai Inconsistency rasio pada indikator Transparan adalah 0,04 yang 
Model Name: (copy)hasil AHP
Priorities with respect to: Combined
Goal: Pengelolaan BUMDes
      >Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan ,213
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara ...,313
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan informasi lainnya  melalui p...,201
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat ,223
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang mempengaruhi berjala...,051
 Inconsistency = 0,04
      with 0  missing judgments.






menunjukan bahwa hasil Analitycal Hierarchy Process (AHP) dapat diterima 
karena nilai Inconsistency rasio kurang dari 0,1.  
 
E. Indikator Akuntable 
Gambar 4.7 Prioritas kriteria pengelolaan BUMDes pada indikator 
Akuntabel 
Berdasarkan gambar 4.7 urutan bobot prioritas kriteria pengelolaan 
BUMDes pada indikator Akuntabel yaitu kriteria Terdapat bimbingan teknis 
(BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes 
menjadi prioritas utama dengan nilai bobot sebesar 0,318. Pelatihan BimTek 
dilaksanakan pada masing-masing Desa yang difasilitasi oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), oleh karena itu 
pengurus BUMDes menempatkan kriteria ini pada prioritas utama sebab mereka 
merasa masih membutuhkan bimbingan dan dampingan dari DPMPD seiring 
dengan perkembangan BUMDes dari waktu ke waktu secara kontinu. 
Selanjutnya pada urutan kedua terdapat kriteria Laporan administrasi keuangan 
dilaksanakan secara rutin dengan nilai bobot 0,271. Dan pada urutan ketiga 
terdapat kriteria Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan 
dengan nilai bobot sebesar 0,167. Pada urutan keempat terdapat kriteria 
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit dengan nilai bobot sebesar 
0,125. Dan yang terakhir adalah kriteria BUMDes memiliki rekening bersama 
Model Name: (copy)hasil AHP
Priorities with respect to: Combined
Goal: Pengelolaan BUMDes
      >Akuntabel
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 Inconsistency = 0,02
      with 0  missing judgments.






dengan nilai bobot sebesar 0,119. Nilai Inconsistency rasio pada indikator 
Akuntabel adalah 0,02 yang menunjukan bahwa hasil Analitycal Hierarchy 
Process (AHP) dapat diterima karena nilai Inconsistency rasio kurang dari 0,1.  
F. Indikator Sustainable 
Gambar 4.8 Prioritas kriteria pengelolaan BUMDes pada indikator 
Sustainable 
 Berdasarkan gambar 4.8 urutan bobot prioritas kriteria pengelolaan 
BUMDes pada indikator Sustainable yaitu kriteria Manfaat dari BUMDes 
diperluas (expanded benefits) menjadi prioritas utama dengan nilai bobot 0,272. 
Menurut pengurus BUMDes hal ini akan terus dipertimbangkan seiring dengan 
perkembangan BUMDes, dimana tujuan didirikan BUMDes adalah seluas-
luasnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat desa, sehingga 
expanded benefits dijadikan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan 
BUMDes. Pada urutan kedua terdapat kriteria Keberlanjutan supply produksi 
dengan nilai bobot 0,212. Selanjutnya pada urutan ketiga terdapat kriteria 
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan atau segmentasi pasar 
dengan nilai bobot sebesar 0,208. Kemudian pada urutan keempat terdapat 
kriteria jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi desa dengan nilai bobot 
0,188. Mengapa kriteria ini tidak menjadi prioritas utama bagi pengurus 
BUMDes? Sebab pada beberapa BUMDes unit usaha yang dimiliki masih belum 
sesuai dengan potensi lokal desa karena masih kurangnya modal dan kurangnya 
Model Name: (copy)hasil AHP
Priorities with respect to: Combined
Goal: Pengelolaan BUMDes
      >Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa ,188
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar ,120
Keberlanjutan supply produksi ,212
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi pasar ,208
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) ,272
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eksplorasi potensi desa. Dan yang terakhir terdapat kriteria Unit usaha yang 
dikelola menarik dan dapat bersaing dipasar dengan nilai bobot 0,120. Nilai 
Inconsistency rasio pada indikator Sustainable adalah 0,03 yang menunjukan 
bahwa hasil Analitycal Hierarchy Process (AHP) dapat diterima karena nilai 
Inconsistency rasio kurang dari 0,1. 
4.4.2 Pengelolaan BUMDes dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi 
 UU No.6 Tahun 2014 telah menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Yang selanjutnya pembentukan kelembagaan 
dalam desa berupa organisasi BUMDes berperan sebagai wadah untuk 
mengorganisir masyarakat desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi 
bersama. Dengan adanya analisis faktor prioritas dalam penjelasan diatas, maka 
hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan dalam BUMDes telah selaras 
dengan konsep baru pembangunan ekonomi yaitu “pengembangan lembaga-
lembaga ekonomi baru”. 
Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru, dalam hal ini yang 
dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ditunjukkan dengan 
langkah sikap yang diimplementasikan dalam BUMDes yaitu berupa; (1) 
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan 
kekayaan Desa; (2) BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi 
pengembangan usaha masyarakat; (3) BUMDes memiliki target dan strategi 
bisnis bagi unit usaha; (4) Musyawarah Desa (Musdes) diikuti oleh Pemerintah 
Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara rutin sesuai 





Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes; dan (6) Manfaat dari 
BUMDes diperluas (expanded benefits). Dengan pemikiran dan langkah tersebut, 
maka desa-desa di Kecamatan Ngancar telah menyadari akan kemampuannya 
dalam mengatur kepentingan mereka sendiri, dimana yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah kepentingan untuk mencapai pembangunan ekonomi dalam 
lingkup desa melalui unit-unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Sebab 
pembangunan ekonomi harus dapat merata dan benar-benar dirasakan serta 
dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sebagai usaha untuk memperbaiki tingkat 
atau kondisi ekonomi dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa. Dan upaya peningkatan kapasitas lembaga lokal tersebut merupakan 
salah satu proses pembangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam implementasi pengelolaan BUMDes benar adanya apabila disandingkan 
dengan konsep pembangunan ekonomi dengan melihat aspek kelembagaan 
sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tercapainya suatu 
pembangunan ekonomi.  
4.4.3 Indikator Prioritas dalam Pengelolaan pada Masing-masing BUMDes 
 Pengelolaan BUMDes pada masing-masing Desa berdasar pada 
Undang-Undang dan pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa. Unit usaha yang dimiliki oleh masing-masing BUMDes sangat 
beragam, disesuaikan dengan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) 
pada masing-masing Desa. Dengan terdapatnya perbedaan latar belakang baik 
dari segi potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola maupun dari Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang mengelola, maka setiap desa memiliki karakteristik 
tersendiri dalam proses pengelolaan BUMDes pada Desa mereka. Maka dalam 
penelitian BUMDes di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri berikut, telah 





Prioritas yang berbeda terhadap enam indikator pengelolaannya yaitu Kooperatif, 
Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntable, dan Sustainable. Berikut 
merupakan hasil Analitycal Hierarchy Process (AHP) dari sembilan BUMDes 
yang terdapat di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. 
1. BUMDes Maju Makmur 
 
 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,187)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,263)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,332)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,123)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,096)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,083)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,305)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,090)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,312)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,210)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,141)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,118)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,135)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,231)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,374)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,107)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,246)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,166)









Gambar 4.9 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Maju 
Makmur 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Maju 
Makmur. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance Sensitivity 
dibawah ini: 
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BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,443)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,037)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,131)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,084)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,052)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,461)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,271)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,254)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,187)
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Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,215)







Gambar 4.10 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Maju 
Makmur 
Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Maju Makmur lebih memprioritaskan indikator Akuntable, yaitu 
Terdapat Bimbingan Teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi 
(SIA) bagi pengurus BUMDes dengan bobot sebesar 0,461. Namun ternyata 
dengan prioritas tersebut masih belum sesuai dengan hasil kinerja BUMDes di 
bidang keuangan. Dimana BUMDes belum mampu memberikan dividen kepada 
Pemerintah Desa, hal ini disebabkan juga oleh keputusan pengurus bahwa hasil 
pendapatan dari unit usaha yang dimiliki masih digunakan untuk biaya 
operasional dan penambahan modal usaha agar BUMDes dapat terus berjalan. 
Sehingga dengan hasil penghitungan ini dapat diketahui bahwa BUMDes Maju 
Makmur membutuhkan Bimbingan teknis terkait sistem informasi dan akuntansi 
agar kegiatan keuangan unit usaha dapat tercatat dengan baik sehingga dapat 
memberikan deviden kepada Pemerintah Desa. 
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Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,347)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,168)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,220)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,220)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,044)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,207)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,132)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,207)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,419)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,129)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,084)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,100)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,177)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,510)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,105)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,277)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,277)
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Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,223)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,295)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,143)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,187)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,187)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,187)







Gambar 4.11 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Sempu 
Mandiri 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Sempu 
Mandiri. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance Sensitivity 
dibawah ini: 
 
Gambar 4.12 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Sempu 
Mandiri 
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,295)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,046)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,074)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,295)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,185)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,223)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,223)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,295)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,143)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,187)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,187)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,187)
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Perangkat or Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap
Penyertaan m
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan Desa
Terdapat AD/ Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes
Struktur org Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes
Unit Usaha B Unit Usaha BUMDes berbadan hukum
Kerjasama us Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga
Dukungan Pem Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes





 Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Sempu Mandiri memprioritaskan indikator Emansipatif yaitu BUMDes 
memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha dengan bobot sebesar 0,510. 
Pemilihan prioritas tersebut masih menjadi sebuah permasalahan bagi BUMDes 
Sempu Mandiri, dimana dalam hasil wawancara didapatkan fakta bahwa 
pengurus atau SDM Desa Sempu masih terbatas, dan persaingan pemasaran 
produk sari nanas masih menjadi kendala bagi BUMDes. Sehingga dengan hasil 
penghitungan ini dapat diketahui bahwa saat ini BUMDes Sempu Mandiri 
membutuhkan informasi untuk merencanakan target dan strategi bisnis bagi unit 
usaha sari buah nanas.  
3. BUMDes Karya Mandiri
 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,238)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,238)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,238)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,238)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,048)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,063)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,106)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,277)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,237)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,317)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,207)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,059)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,360)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,102)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,272)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,214)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,350)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,223)








Gambar 4.13 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Karya 
Mandiri 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Sempu 
Mandiri. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance Sensitivity 
dibawah ini: 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,238)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,238)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,238)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,238)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,048)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,063)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,106)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,277)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,237)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,317)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,207)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,059)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,360)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,102)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,272)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,214)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,350)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,223)
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BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,142)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,071)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,072)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,340)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,216)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,113)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,259)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,069)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,107)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,166)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,258)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,400)







Gambar 4.14 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Karya 
Mandiri 
Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Karya Mandiri memprioritaskan indikator Sustainable yaitu Manfaat dari 
BUMDes diperluas dengan bobot sebesar 0,400. Pemilihan prioritas dalam 
pengelolaan ini sesuai dengan kinerja BUMDes yang memiliki satu unit usaha 
saja, yaitu unit usaha aluminium dengan produk etalase. Sehingga keberadaan 
BUMDes masih belum menyentuh potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Desa 
Jagul. Oleh karena itu dengan hasil penghitungan ini dapat diketahui bahwa 
BUMDes Karya Mandiri menginginkan manfaat BUMDes diperluas bagi 
masyarakat dengan melalui penambahan unit usaha. 
 









Perangkat or Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap
Penyertaan m
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan Desa
Terdapat AD/ Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes
Struktur org Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes
Unit Usaha B Unit Usaha BUMDes berbadan hukum
Kerjasama us Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga
Dukungan Pem Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes





4. BUMDes Lancar Sejahtera
 
 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,185)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,156)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,177)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,133)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,349)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,154)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,156)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,106)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,265)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,318)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,114)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,187)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,357)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,114)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,228)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,294)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,211)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,211)
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BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,221)
Terdapat kepentingan individu tau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,062)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,182)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,244)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,067)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,289)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,219)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,290)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,152)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,116)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,152)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,290)







Gambar 4.15 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Lancar 
Sejahtera 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Lancar 
Sejahtera. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance 
Sensitivity dibawah ini: 
 
Gambar 4.16 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Lancar 
Sejahtera 
Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Lancar Sejahtera memprioritaskan indikator Hasil usaha BUMDes 
dialokasikan 30% untuk pendapatan asli desa (PADes) dengan nilai sebesar 
0,357. Namun pemilihan prioritas tersebut belum sesuai dengan hasil kinerja 
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,221)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,062)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,182)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,244)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,067)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,289)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,219)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,290)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,152)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,116)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,152)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,290)
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Perangkat or Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap
Penyertaan m
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan Desa
Terdapat AD/ Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes
Struktur org Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes
Unit Usaha B Unit Usaha BUMDes berbadan hukum
Kerjasama us Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga
Dukungan Pem Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes





BUMDes. Sebab dengan unit usaha air bersih tersebut, untuk saat ini BUMDes 
masih belum memberikan kontribusi terhadap PADes, karena laba yang 
didapatkan digunakan untuk biaya operasional dan penambahan modal dan 
untuk perluasan jaringan pipa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prioritas 
tersebut masih belum dapat dicapai oleh BUMDes Lancar Sejahtera. 
 
5. BUMDes Guyub Rukun
 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,138)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,167)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,167)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,217)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,312)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,084)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,182)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,088)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,307)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,338)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,076)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,099)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,253)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,216)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,356)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,220)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,347)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,168)








Gambar 4.17 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Guyub 
Rukun 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Guyub 
Rukun. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance Sensitivity 
dibawah ini: 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,138)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,167)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,167)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,217)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,312)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,084)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,182)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,088)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,307)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,338)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,076)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,099)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,253)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,216)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,356)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,220)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,347)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,168)
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BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,220)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,044)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,231)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,231)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,077)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,231)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,231)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,257)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,161)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,194)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,194)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,194)







Gambar 4.18 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Guyub 
Rukun 
Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Guyub Rukun memprioritaskan indikator BUMDes memiliki target dan 
strategi bisnis bagi unit usaha, dengan nilai sebesar 0,356. Pemilihan prioritas 
dalam pengelolaan ini masih belum sejalan dengan hasil kinerja BUMDes, 
dengan memfokuskan unit usaha peternakan, kendala yang saat ini sedang 
dihadapi oleh pengurus adalah terkait supply barang untuk pertokoan yang 
terkadang sulit, penjualan sapi yang menurun, dan kesehatan hewan yang 
rentan terkena penyakit. Penjualan sapi akan ramai ketika mendekati hari raya 
Idul ‘Adha, oleh karena itu BUMDes Guyub Rukun memerlukan strategi bisnis 
yang efisien agar penjualan sapi dapat lebih stabil. 









Perangkat or Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap
Penyertaan m
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan 
dan kekayaan Desa
Terdapat AD/ Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes
Struktur org Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes
Unit Usaha B Unit Usaha BUMDes berbadan hukum
Kerjasama us Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga
Dukungan Pem Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes












Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,073)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,389)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,352)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,154)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,032)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,021)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,268)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,285)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,211)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,216)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,058)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,089)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,299)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,046)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,509)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,359)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,426)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,090)
Page 1 of 231/01/2012
amalia
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,090)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,034)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,053)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
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BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,030)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
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Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,239)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,075)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,030)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,416)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,344)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,135)







Gambar 4.19 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Toyo 
Makmur 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Toyo 
Makmur. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance Sensitivity 
dibawah ini: 
 
Gambar 4.20 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Toyo 
Makmur 
Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Toyo Makmur memprioritaskan indikator Akuntable, yaitu Terdapat 
Bimbingan Teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi 
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,090)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,034)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,053)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,116)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,030)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,561)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,239)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,075)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,030)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,416)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,344)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,135)
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pengurus BUMDes dengan bobot sebesar 0,561. Dengan prioritas tersebut telah 
sesuai dengan hasil kinerja BUMDes di bidang keuangan. Dimana BUMDes 
Toyo Makmur sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) 
dengan pemberian dividen ke APBDes sebesar 30% dari total hasil usaha. 
7. BUMDes Margo Jaya
 
 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,159)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,355)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,170)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,232)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,083)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,029)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,119)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,523)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,066)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,263)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,140)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,114)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,298)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,047)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,401)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,237)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,237)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,218)
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Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,098)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,237)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,270)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,261)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,237)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,180)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,201)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,180)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,201)







Gambar 4.21 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Margo 
Jaya 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Margo 
Jaya. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance Sensitivity 
dibawah ini: 
 
Gambar 4.22 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Margo 
Jaya 
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,257)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,050)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,134)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,098)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,237)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,270)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,261)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,237)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,180)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,201)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,180)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,201)
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Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Margo Jaya memprioritaskan indikator Partisipatif, yaitu Pengurus 
BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha, dengan nilai sebesar 0,523. 
Saat ini BUMDes Margo Jaya memiliki empat unit usaha dan bekerja sama 
dengan UMKM warga sekitar, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan kinerja 
BUMDes yang saat ini sedang menghimpun beberapa unit usaha dan UMKM. 
8. BUMDes Abdi Sukses Mandiri
 
 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,108)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,284)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,242)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,242)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,125)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,186)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,133)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,273)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,217)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,192)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,098)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,152)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,117)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,182)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,450)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,370)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,261)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,215)
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Gambar 4.23 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Abdi 
Sukses Mandiri 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Abdi 
Sukses Mandiri. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance 
Sensitivity dibawah ini: 
 
Gambar 4.24 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Abdi 
Sukses Mandiri 
BUMDes terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat
(L: ,120)
Terdapat kepentingan individu atau konflik intern dalam Desa yang
mempengaruhi berjalannya BUMDes (L: ,034)
Akuntabel
Perangkat keuangan lengkap, terdapat tim audit (L: ,061)
Meminta dan menyimpan bukti transaksi untuk audit keuangan (L:
,223)
BUMDes memiliki rekening bersama (L: ,223)
Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes (L: ,247)
Laporan administrasi keuangan dilaksanakan secara rutin (L: ,247)
Sustainable
Jenis usaha yang dikelola sesuai dengan potensi Desa (L: ,138)
Unit usaha yang dikelola menarik dan dapat bersaing di pasar (L:
,138)
Keberlanjutan supply produksi (L: ,274)
Keterhubungan dan pengembangan dengan jaringan/ segmentasi
pasar (L: ,177)
Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits) (L: ,274)
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Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Abdi Sukses Mandiri memprioritaskan indikator Emansipatif, yaitu 
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha, dengan nilai sebesar 
0,450. Hal tersebut telah sesuai dengan kinerja BUMDes. Dimana dalam 
pelaksanaannya BUMDes Abdi Sukses Mandiri memiliki satu unit usaha yaitu 
pengelolaan air bersih, dan target unit usahanya adalah masyarakat desa dan 
para peternak yang membutuhkan banyak air untuk kegiatan operasional 
peternakan di Desa Ngancar tersebut. 
9. BUMDes Sumber Makmur
 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,156)
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,185)
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,229)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,026)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,116)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,068)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,081)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,217)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,519)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,047)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,081)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,407)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,090)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,375)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,087)
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Gambar  4.25 Nilai Bobot dari Faktor Kinerja Pengelolaan BUMDes Sumber 
Makmur 
Penilaian hierarki diatas merupakan hasil penghitungan AHP dimana 
masing-masing kriteria memiliki hasil penilaian yang berbeda-beda sesuai 
dengan data kuesioner yang telah didapatkan dari pengurus BUMDes Sumber  
Makmur. Dalam kesimpulannya dapat dilihat pada grafik Performance Sensitivity 
dibawah ini: 




Perangkat organisasi kelembagaan BUMDes lengkap (L: ,156)
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
dan kekayaan Desa (L: ,404)
Terdapat AD/ART, Perdes, dan SOP dalam tata kelola BUMDes (L:
,185)
Struktur organisasi sudah sesuai dengan kebutuhan BUMDes (L:
,229)
Unit Usaha BUMDes berbadan hukum (L: ,026)
Partisipatif
Kerjasama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga (L: ,116)
Dukungan Pemerintah Desa kepada BUMDes (L: ,068)
Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha (L:
,081)
Keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pelayanan Desa kepada
masyarakat (L: ,217)
BUMDes membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi
pengembangan usaha masyarakat (L: ,519)
Emansipatif
Setiap pemilik modal memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan
presentase penyertaan modal (L: ,047)
Gaji bagi pengurus BUMDes sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) (L: ,081)
Hasil usaha BUMDes 30% dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes) (L: ,407)
BUMDes adil dalam membagikan informasi bagi seluruh investor dan
calon investor (L: ,090)
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha (L: ,375)
Transparan
BUMDes menyajikan laporan keuangan yang transparan (L: ,087)
Musdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
dan dilaksanakan secara rutin sesuai kebutuhan BUMDes (L: ,310)
BUMDes menyampaikan perkembangan program kegiatan dan
informasi lainnya  melalui papan informasi atau menyampaikan
secara langsung kepada Penasehat BUMDes (L: ,138)
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Gambar 4.26 Grafik Performance Sensitivity Pengelolaan BUMDes Sumber 
Makmur 
Melalui grafik tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaannya, 
BUMDes Sumber Makmur memprioritaskan indikator Partisipatif, yaitu BUMDes 
membuka lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha 
masyarakat, dengan nilai sebesar 0,519. Dalam implementasinya BUMDes 
Sumber Makmur telah membuka unit usaha baru yaitu sayur hidroponik, dimana 
terdapat salah satu mitra yaitu Bapak Slamet yang sebelumnya sudah memiliki 
usaha hidroponik sendiri, dan kemudian Bapak Slamet bergabung dengan 
BUMDes sehingga usahanya dapat lebih berkembang. Sehingga hasil 
penghitungan AHP pada indikator pengelolaan ini telah sesuai dengan 
implementasi BUMDes dilapangan. 
 
4.5 Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes 
Program Dana Desa oleh Kementerian Pedesaan salah satunya 
dialokasikan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana Desa 
adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
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(APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 
(Perbup No.22 Tahun 2017:1). Saat ini pada hampir seluruh Desa di Kediri 
sudah mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa yang bersumber dari 
APBN, berikut merupakan data penyertaan modal pada sembilan BUMDes di 
Kecamatan Ngancar. 
Tabel 4.1 Data Penyertaan Modal BUMDes 2017-2019 
No. Desa Penyertaan Modal Dana Desa (Rp) TOTAL 
2017 2018 2019 
1 Sempu - 100.000.000 150.000.000 250.000.000 
2 Pandantoyo 42.000.000 136.640.000 229.991.525 408.631.525 
3 Margourip 62.000.000 50.000.000 17.600.000 129.600.000 
4 Bedali - 35.000.000 50.000.000 85.000.000 
5 Kunjang - 100.000.000 300.000.000 400.000.000 
6 Manggis - 100.000.000 16.200.000 116.200.000 
7 Ngancar - - - - 
8 Sugihwaras - 30.000.000 - 30.000.000 
9 Babadan - 100.000.000 - 100.000.000 
10 Jagul - 50.000.000 20.000.000 70.000.000 
(Sumber: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 
DPMPD Kab Kediri, 2019) 
 
Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 343 
desa. Diantara banyaknya desa yang ada di Kabupaten Kediri, terdapat 
beberapa desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 
dikelola dan dijalankan dengan baik. Pada tahun 2019 sudah terdapat 304 desa 
yang telah membentuk BUMDes, dari sejumlah BUMDes tersebut ada yang 
sudah baik dan ada yang sedang dalam tahap pembentukan, tahap penyertaan 
modal, dan dalam tahap pengembangan unit usaha.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada 





dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kediri yang melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terhadap perkembangan BUMDes di Kediri, telah menjelaskan bahwa:  
“Kami dari DPMPD terus melakukan sosialisasi 
kepada Pemerintah Desa untuk menyampaikan pemahaman 
mengenai tujuan dan pentingnya keberadaan BUMDes bagi 
Desa. Dari DPMPD akan terus mendampingi untuk 
melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada BUMDes 
agar kami dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan 
BUMDes dalam upaya mendorong usaha mereka.” 
Oleh karena itu perkembangan jumlah BUMDes di Kediri terus mengalami 
pertumbuhan pada setiap tahunnya. Sebab masing-masing Desa sudah mulai 
memahami dan menyadari akan eksistensi potensi lokal di Desa mereka. Karena 
potensi desa-desa di Kediri yang sangat beragam, maka jenis unit usaha yang 
dimiliki oleh masing-masing BUMDes pun berbeda. Desa diminta untuk 
membentuk unit usaha berdasarkan potensi lokal desa, sehingga masyarakat 
dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Dan yang paling utama dari 
dibentuknya BUMDes adalah meningkatkan pelayanan desa kepada 
masyarakat, sehingga jenis unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes akan sangat 
berpengaruh terhadap pelayanan desa kepada masyarakat, apakah unit usaha 
yang dimiliki sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Di 
Kecamatan Ngancar sendiri terdapat beberapa BUMDes yang memiliki unit 
usaha sesuai dengan potensi desa, dan tentunya bermanfaat karena sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat sekitar desa. Dengan semakin tingginya tingkat 
kesadaran yang dimiliki oleh desa terhadap potensi yang mereka miliki, maka 
eksistensi BUMDes di Kediri terus mengalami pertumbuhan. Data tersebut dapat 




























2017 343 284 59 128 68 60 
2018 342 290 52 168 121 47 
2019 343 304 39 170 125 45 
(Sumber: DPMPD, diolah 2020) 
 Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa desa di Kediri masih belum 
seluruhnya membentuk Badan Usaha Milik Desa. Kediri memiliki 343 desa, pada 
tahun 2017 desa yang telah membentuk BUMDes sejumlah 284 desa, sehingga 
BUMDes masih belum terbentuk di 59 desa yang lain. Dari sejumlah BUMDes 
yang telah dibentuk tersebut terdapat 128 unit usaha, dengan total 68 unit usaha 
yang aktif dan 60 unit usaha yang tidak aktif. Kemudian pada tahun 2018 desa 
yang ada di Kediri sejumlah 342 desa, jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 
290 BUMDes, sehingga desa yang belum membentuk BUMDes sejumlah 52 
desa. Kemudian unit usaha yang dimiliki oleh sejumlah BUMDes tersebut 
sebanyak 168, dengan jumlah unit usaha yang aktif mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yaitu meningkat menjadi 121 usaha, sedangkan jumlah unit 
usaha yang tidak aktif sebanyak 47 usaha. Kemudian pada tahun 2019 desa di 
Kediri sejumlah 343 desa, pada tahun ini eksistensi BUMDes terus mengalami 
peningkatan, BUMDes yang terbentuk sejumlah 304 BUMDes. Disisi lain, jumlah 
desa yang belum membentuk BUMDes mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya yaitu menurun menjadi 39 desa. Sedangkan jumlah unit usaha yang 
telah terbentuk sejumlah 170 usaha, sebanyak 125 unit usaha yang aktif, dan 





 Oleh karena itu, melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (P3MD) DPMPD, terdapat klasifikasi untuk mengidentifikasi 
kebutuhan BUMDes berdasarkan tahapan yang dimiliki oleh masing-masing 
BUMDes. Terdapat empat klasifikasi BUMDes yaitu tahap dasar, berkembang, 
tumbuh, dan maju. Dalam perkembangannya BUMDes di Kecamatan Ngancar 
dapat tumbuh menjadi maju dan mandiri apabila setiap Desa mampu mengelola 
potensi lokal mereka dengan baik. Namun BUMDes pada sembilan Desa di 
Kecamatan Ngancar saat ini masih dalam tahap dasar, tumbuh, dan 
berkembang. Berikut merupakan daftar seluruh BUMDes di Kecamatan Ngancar 
beserta nilai dan klasifikasinya. 




Nama Bumdes  Nilai 
Klasifikasi Bumdes 
Dasar Tumbuh Berkembang Maju 
1 Sempu SEMPU MANDIRI 7.5   ✓     
2 Pandantoyo TOYO MAKMUR 7   ✓     
3 Margourip MARGO JAYA 8     ✓   
4 Bedali MAJU MAKMUR 7   ✓     
5 Kunjang GUYUB RUKUN 7   ✓     
6 Manggis SUMBER MAKMUR 6 ✓       
7 Ngancar SUMBER AGUNG 7.5   ✓     
8 Sugihwaras  - -  - -  -  -  
9 Babadan 
LANCAR 
SEJAHTERA 7.5   ✓     
10 Jagul KARYA MANDIRI 6 ✓       
(Sumber: DPMPD 2019) 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes pada sembilan 
Desa di Kecamatan Ngancar, yaitu BUMDes Sempu Mandiri, BUMDes Toyo 
Makmur, BUMDes Margo Jaya, BUMDes Maju Makmur, BUMDes Guyub Rukun, 
BUMDes Sumber Makmur, BUMDes Sumber Agung, BUMDes Lancar Sejahtera, 





ini dikelola berdasarkan social entrepreneurship. Dimana mayoritas BUMDes 
masih menggunakan pendapatan dari unit usaha yang mereka miliki untuk 
penambahan modal dan biaya operasional. Adapun beberapa BUMDes yang 
sudah mampu berkontribusi terhadap PADes sesuai dengan Peraturan Bupati 
No.22 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa keuntungan 30% dari BUMDes 
akan dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari seluruh unit 
usaha yang dimiliki oleh masing-masing BUMDes di Kecamatan Ngancar belum 
seluruhnya sesuai dengan potensi lokal desa. Seperti yang terjadi pada Desa 
Jagul, unit usaha yang dimiliki yaitu usaha aluminium untuk pembuatan etalase, 
namun disisi lain terdapat potensi lokal desa yang belum dimanfaatkan dengan 
maksimal, seperti wisata sumber air dan pemberdayaan bibit tanaman oleh 
warga desa setempat.  
 
4.6 Kinerja BUMDes Dalam Mengelola Unit Usaha 
Kinerja Pengurus BUMDes menjadi salah satu faktor keberhasilan 
terhadap pengelolaan BUMDes dalam melaksanakan program yang ada. 
Pengurus BUMDes harus memiliki inovasi dan kesadaran akan potensi desa 
mereka. Hal lain yang penting bagi aspek kinerja ini adalah sumber daya 
manusia, standard operasional prosedur (SOP), dan kondisi finansial dalam 
internal BUMDes itu sendiri. Selain itu penataan manajemen yang baik, 
pengelolaan asset, tertib administrasi, dan pelaporan keuangan yang baik juga 
dapat mendukung profesionalitas dalam BUMDes. Dalam implementasinya tentu 
setiap BUMDes menghadapi kendala dan tantangan yang berbeda, mulai dari 
potensi desa yang berbeda, sumber daya manusia yang berbeda, hingga 
dukungan dari pemerintah desa yang juga berbeda. Berangkat dari hal tersebut 





penjelasan mengenai hasil kinerja yang telah dicapai oleh sembilan BUMDes di 
Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. 
4.6.1 BUMDes Sempu Mandiri 
Bumdes Sempu Mandiri terletak di Desa Sempu Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri. BUMDes ini berdiri pada tanggal 15 April 2016. Dalam 
implementasinya BUMDes berdasar pada Perdes 26 Tahun 2017. Diketuai oleh 
bapak Alip Suroso. Desa sempu memiliki Prudes olahan nanas, sehingga 
BUMDes Sempu Mandiri memiliki empat unit usaha yaitu olahan nanas, paket 
wisata, supliyer sembako, dan Agen BNI 46. Status BUMDes aktif hingga saat 
ini, dengan modal awal sejumlah Rp 100.000.000,- dan total omzet yang 
didapatkan per tahun 2019 sejumlah Rp 180.000.000,- dengan hasil usaha 
sejumlah Rp 20.000.000,-. Hingga tahun 2019 BUMDes masih belum mampu 
memberikan dividen kepada PADes. Selain itu BUMDes Sempu Mandiri sudah 
menjalin kerjasama dengan pihak lain yaitu Kampung Indian, Kampung Anggrek, 
E-Warung, dan Bank BNI. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Kurniawan selaku 
Sekretaris BUMDes Sempu Mandiri, didapatkan fakta bahwa BUMDes telah 
mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Sempu. Dalam hal ini 
pada bagian pengurus BUMDes terdapat enam orang pengurus, pada unit usaha 
Budidaya Nanas terdapat satu orang penanggung jawab dan sepuluh orang 
buruh yang bertugas untuk mengelola tanaman buah nanas. Kemudian pada 
bagian olahan nanas terdapat lima orang yang bertugas untuk memproduksi sari 
nanas dengan merk “Sari Buah Nanaskuu” yang saat ini telah menjadi produk 
unggulan Desa Sempu. Sekretaris BUMDes menyampaikan sebagai berikut: 
“Untuk sampai hari ini BUMDes belum memberikan 





digunakan untuk biaya operasional dan penambahan 
modal usaha”. 
 
Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sempu 
Mandiri hingga saat ini masih belum memberikan kontribusi Pendapatan Asli 
Desa (PADes) kepada Pemerintahan Desa Sempu. Namun disampaikan juga 
bahwa BUMDes akan terus melakukan pengembangan sehingga dapat 
melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2017 
yang menyatakan bahwa keuntungan 30% dari BUMDes akan dialokasikan 
sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemudian terkait apakah terdapat 
pembangunan atau perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung 
berjalannya unit usaha dalam BUMDes, Bapak Dedy Kurniawan menyampaikan 
bahwa: 
“ada, untuk saat ini kami sedang melakukan 
pembangunan pabrik untuk memproduksi sari nanas. 
Namun kendala yang dihadapi oleh pengurus adalah SDM 
Desa Sempu yang masih terbatas, dan persaingan 
pemasaran produk sari nanas. Untuk kendala permodalan 
tidak ada karena kita menyusun rencana anggaran 
disesuaikan dengan jumlah modal yang kami miliki.” 
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Sempu Mandiri 
sedang melakukan pengembangan untuk keberlanjutan unit usaha pengolahan 
sari buah nanas. Adapun kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh pengurus 
adalah kapasitas SDM Desa Sempu dalam mendukung berjalannya unit usaha 
ini masih cenderung terbatas. Sebab mulai muncul persaingan dalam 
pemasaran produk sari buah nanas ini, sehingga BUMDes membutuhkan SDM 
yang mampu memperluas skala pemasaran dan promosi produk agar penjualan 





rumahan yang memproduksi sari buah nanas, salah satunya terdapat di 
BUMDes Desa Bedali, yang akan peneliti jelaskan dibawah, yang saat ini terus 
mengalami pengembangan juga seperti yang terjadi di Desa Sempu.  
 
4.6.2 BUMDes Toyo Makmur 
BUMDes Toyo Makmur terletak di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri, berdiri pada tanggal 20 Mei 2016. Dalam implementasinya 
BUMDe ini berdasar pada Perdes 14 Tahun 2017 diketuai oleh bapak Habil 
Susiahadi. Desa Pandantoyo memiliki Prudes Agro buah, sehingga BUMDes 
memiliki dua unit usaha yang dimiliki yaitu agro buah dan wisata sesuai dengan 
potensi lokal desa. Dari awal berdiri hingga saat ini BUMDes berstatus aktif, 
dengan modal awal sejumlah Rp 92.000.000,- dan total omzet per tahun 2019 
sejumlah Rp95.222.500,- kemudian hasil usaha yang diterima oleh BUMDes 
sejumlah Rp38.529.800.-. BUMDes Toyo Makmur sudah meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan pemberian dividen ke APBDes sejumlah 
Rp1.350.000,-. Hingga saat ini BUMDes masih belum menjalin kerjasama 
dengan pihak ketiga. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habil Susihadi selaku Ketua 
BUMDes Toyo Makmur, didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Margourip. Dalam hal ini pada 
bagian pengurus BUMDes terdapat empat belas orang termasuk pengawas dan 
penasehat, kemudian pada unit agro buah terdapat enam pengurus. Mengenai 
peran BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Bapak Habil 
menyampaikan sebagai berikut. 
“Iya, BUMDes sudah mampu memberikan kontribusi 
terhadap PADes melalui unit usaha agro buah ini mulai 





Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Toyo Makmur 
sudah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). 
Kemudian terkait apakah terdapat pembangunan atau perbaikan fasilitas dan 
infrastruktur untuk mendukung berjalannya unit usaha dalam BUMDes, Bapak 
Habil menyampaikan bahwa: 
“Sudah ada pembangunan kolam renang, kebun 
buah, dan kantor BUMDes yang terletak di dekat area 
wisata ini. Saat ini kami sedang melakukan perluasan 
area kebun buah sebagai wujud pengembangan 
BUMDes.” 
 Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa BUMDes telah melakukan 
pengembangan untuk keberlanjutan usaha dalam BUMDes. Adapun kendala 
yang saat ini sedang dihadapi oleh pengurus adalah mengenai modal dan 
peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, untuk masalah internal tidak ada 
kendala.  
 
4.6.3 BUMDes Margo Jaya 
BUMDes Margo Jaya terletak di Desa Margourip Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri, berdiri pada tanggal 5 April 2017. Dalam implementasinya 
BUMDes berdasar pada Perdes 06 Tahun 2017 diketuai oleh bapak Riyadi. Desa 
Margourip memiliki Prudes penggemukan sapi, sehingga BUMDes Margo Jaya 
memiliki empat unit usaha yaitu penggemukan sapi, persewaan kios, kantor pos 
desa, dan agen Bank BNI. Dari awal berdiri hingga saat ini status BUMDes 
Margo Jaya aktif, dengan modal awal sejumlah Rp50.000.000, per tahun 2019 
BUMDes masih belum mampu memberikan dividen kepada APBDes. Hingga 





Bank BNI, Kantor POS, dan UMKM yang dimiliki oleh masyarakat Desa 
Margourip. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riadi selaku Ketua BUMDes 
Margo Jaya, didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu menyerap tenaga 
kerja dari masyarakat Desa Margourip. Dalam hal ini pada bagian pengurus 
BUMDes terdapat enam orang pengurus, pada setiap unit usaha terdapat 
penanggungjawab sejumlah lima orang, adapula beberapa masyarakat yang 
merasakan manfaat dengan adanya usaha dalam BUMDes ini. Mengenai peran 
BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Bapak Riyadi menyampaikan 
sebagai berikut. 
“awal 2020 sudah mulai memberikan PADes 
sebanyak 20% dari jumlah hasil usaha yang didapat oleh 
BUMDes, karena sebagian yang lain masih digunakan 
untuk biaya operasional dan penambahan modal” 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Margo Joyo 
sudah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). 
Kemudian terkait apakah terdapat pembangunan atau perbaikan fasilitas dan 
infrastruktur untuk mendukung berjalannya unit usaha dalam BUMDes, Bapak 
Riyadi menyampaikan bahwa: 
“dari BUMDes ada pembangunan kios pertokoan 
beserta kantor BUMDes dan pembangunan kandang 
untuk peternakan sapi” 
Sehingga dapat diketahui bahwa BUMDes Margo Jaya telah mampu 
memberikan fasilitas untuk mendukung berjalannya masing-masing unit usaha. 
Adapun kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh pengurus adalah terkait 





Jaya baru mendapatkan dua kali BIMTEK dari pemerintah daerah, pengurus 
berharap ada bimbingan dan dampingan dari pemerintah daerah secara kontinu. 
 
4.6.4 BUMDes Maju Makmur 
BUMDes Maju Makmur terletak di Desa Bedali Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri. BUMDes ini berdiri pada tanggal 1 Oktober 2017, dalam 
implementasinya BUMDes berdasar pada Perdes 04 Tahun 2018. BUMDes Maju 
Makmur diketuai oleh bapak Fendi Mustofa. Desa Bedali memiliki Prudes olahan 
nanas. Sehingga BUMDes memiliki unit usaha olahan nanas yang terus 
mengalami perkembangan yang signifikan hingga saat ini. Dari awal berdiri 
hingga seakarang status bumdes tetap aktif. Dengan modal awal yang dimiliki 
adalah sejumlah Rp1.000.000,- dengan total omzet per 2019 sejumlah 
Rp77.865.985,-. BUMDes Maju Makmur menjalin kerjasama dengan pihak ketiga 
yaitu TKM Dahlia dan petani nanas di Desa Bedali. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fendi Mustofa selaku Ketua 
BUMDes Maju Makmur, didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Bedali. Dalam hal ini pada bagian 
pengurus BUMDes terdapat tujuh orang pengurus, pada unit usaha olahan sari 
nanas yang bekerjasama dengan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Dahlia yang 
merupakan kelompok pekerja perempuan di Desa Bedali. Selain itu BUMDes 
Maju Makmur juga  menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 
Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat empat orang pengurus pada bagian 
ini. Mengenai peran BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Bapak 
Fendi Mustofa menyampaikan sebagai berikut. 
“Untuk saat ini BUMDes masih belum memberikan 
kontribusi terhadap PADes, karena BUMDes mulai aktif 





dalam kepemimpinan saya yang masih berjalan 7 bulan 
ini masih belum menyetorkan sebagian pendapatan 
kepada Desa. Untuk penyertaan modal memang kami 
100% dianggarkan dari Anggaran Dana Desa.” 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Maju Makmur 
hingga saat ini masih belum memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa 
(PADes) kepada Pemerintahan Desa. Kemudian terkait apakah terdapat 
pembangunan atau perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung 
berjalannya unit usaha dalam BUMDes, Bapak Dedy Kurniawan menyampaikan 
bahwa: 
“Saat ini baru saja selesai pembangunan gedung 
untuk produksi olahan nanas yang merupakan hibah atau 
bantuan dari PIID-PEL Kemendes untuk BUMDes pada 
tahun 2019. Dalam waktu dekat ini kegiatan produksi 
akan dilaksanakan disana, masih menunggu 
penyempurnaan gedung” 
PIID-PEL merupakan perwujudan dari ruang lingkup Program Inovasi Desa 
yang dituliskan pada dokumen Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum 
Program Inovasi Desa. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes 
Maju Makmur telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Pusat 
untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan unit usaha pengolahan sari 
buah nanas. Adapun kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh pengurus 
adalah terkait struktur organisasi, dimana sering ada pergantian pengurus 
BUMDes sehingga pengurus harus melakukan adaptasi pada saat terjadi 
pergantian. Hal ini memengaruhi program kerja BUMDes yang akibatnya sering 





4.6.5 BUMDes Guyub Rukun 
BUMDes Guyub Rukun terletak di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri. BUMDes ini berdiri pada tanggal 17 April 2018. Dalam 
implementasinya berdasar pada Perdes 04 Tahun 2018, diketuai oleh bapak 
Budiarso. Desa Kunjang memiliki Prudes perdagangan oleh karena itu unit usaha 
yang dimiliki adalah perdagangan, penggemukan sapi dan Agen BNI 46. Dari 
awal berdiri status bumdes aktif hingga saat ini. Dengan modal awal yang 
digunakan adalah sejumlah Rp100.000.000,- Dan total omzet sejumlah 
Rp612.752.250,- hasil usaha yang didapatkan sejumlah Rp23.275.990,- dan 
dividen yang diberikan ke APBDes sejumlah Rp6.982.797,-.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiarso selaku Ketua 
BUMDes Sumber Makmur, didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Kunjang. Dalam hal ini pada 
bagian pengurus BUMDes terdapat tiga orang pengurus, pada unit usaha 
pertokoan dikelola oleh dua orang, dan pada unit usaha pengggemukan sapi 
dikelola oleh lima orang. Mengenai peran BUMDes terhadap Pendapatan Asli 
Desa (PADes) Bapak Budiarso menyampaikan sebagai berikut. 
“Untuk pemberian dividen ke Desa BUMDes sudah 
sesuai dengan peraturan 30% total pendapatan 
diserahkan ke PADes” 
 Melalui pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Guyub 
Rukun telah mampu memberikan kontribusi terhadap PADes. Kemudian terkait 
apakah terdapat pembangunan atau perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk 






“Untuk fasilitas kami ada pembangunan untuk 
peternakan dan pembangunan kios” 
Adapun kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh pengurus adalah 
terkait supply barang untuk pertokoan yang terkadang sulit, penjualan sapi yang 
menurun, dan kesehatan hewan yang rentan terkena penyakit. 
 
4.6.6 BUMDes Sumber Makmur 
BUMDes Sumber Makmur terletak di Desa Manggis Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri. BUMDes ini berdiri pada tanggal 2 Mei 2016, dalam 
implementasinya BUMDes berdasar pada Perdes 01 Tahun 2018. BUMDes 
Sumber Makmur diketuai oleh Bapak Hariono. Desa Manggis memiliki Prudes 
penggemukan sapi. Oleh karena itu unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes 
adalah penggemukan sapi dan pertokoan. Namun pada tahun 2020 ini terdapat 
terobosan baru dalam BUMDes untuk menciptakan unit usaha baru yaitu 
hidroponik. Dari awal berdiri hingga saat ini status bumdes aktif. Dengan modal 
awal yang dimiliki oleh BUMDes sejumlah Rp 100.000.000,-. Hingga penelitian ini 
dilaksanakan, BUMDes Sumber Makmur masih belum menjalin kerjasama 
dengan pihak ketiga. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariono selaku Ketua 
BUMDes Sumber Makmur, didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Manggis. Dalam hal ini pada 
bagian pengurus BUMDes terdapat tiga orang pengurus, dan pada seluruh unit 
usaha dikelola oleh enam orang. Mengenai peran BUMDes terhadap 
Pendapatan Asli Desa (PADes) Bapak Hariono menyampaikan sebagai berikut. 
“Masih belum, karena BUMDes masih dalam 





selama ini masih digunakan untuk biaya operasional dan 
penambahan modal untuk masing-masing unit usaha.” 
Seperti kondisi pada beberapa BUMDes yang sudah dijelaskan diatas, 
BUMDes Sumber Makmur juga masih belum mampu memberikan kontribusi 
terhadap PADes, namun pada tahun ini terdapat unit usaha baru yaitu sayur 
hidroponik, dimana dalam pemasarannya telah bekerjasama dengan tiga 
swalayan di Kediri. Kemudian terkait apakah terdapat pembangunan atau 
perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung berjalannya unit usaha 
dalam BUMDes, Bapak Hariono menyampaikan bahwa: 
“ada, BUMDes baru saja membangun greenhouse 
lengkap dengan sistem hidroponiknya, diharapkan nanti 
unit usaha ini dapat berjalan lancar karena pengelolanya 
merupakan lulusan mahasiwa pertanian, jadi memang 
sudah berpengalaman di bidangnya.” 
Adapun kendala yang saat ini sedang dihadapi oleh pengurus adalah terkait 
modal karena untuk pengembangan unit usaha masih dibutuhkan modal yang 
cukup besar. Pak Hariono menambahkan “untuk SDM pengurus tidak ada 
masalah, semua sudah melaksanakan tugas sesuai porsinya”. 
 
4.6.7 BUMDes Abdi Sukses Mandiri 
BUMDes Abdi Sukses Mandiri terletak di Desa Ngancar Kecamatan 
Ngancar Kabupaten Kediri. BUMDes ini berdiri pada 17 November 2017, diketuai 
oleh bapak Supardi. Dalam implementasinya BUMDes berdasar pada Perdes 09 
Tahun 2017. Desa Ngancar memiliki Prudes air bersih. Oleh karena itu unit 





bersih. Hingga saat ini BUMDes masih belum menjalin kerjasama dengan pihak 
ketiga.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamuji selaku Penasehat 
BUMDes Abdi Sukses Mandiri, didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Ngancar. Dalam hal ini pada 
bagian pengurus BUMDes terdapat tiga orang pengurus, dan pada unit usaha 
pengelolaan air bersih dikelola oleh tiga orang. Mengenai peran BUMDes 
terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Bapak Kamuji menyampaikan sebagai 
berikut. 
“Kami sudah mampu memberikan kontribusi ke 
Desa, seperti pada tahun 2019 kemarin BUMDes telah 
menyetorkan Rp20.000.000 untuk PADes, sesuai dengan 
peraturan 30% dari total pendapatan BUMDes harus 
diserahkan ke Desa” 
Dengan pernyataan terebut dapat dipahami bahwa BUMDes telah mampu 
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemudian 
terkait apakah terdapat pembangunan atau perbaikan fasilitas dan infrastruktur 
untuk mendukung berjalannya unit usaha dalam BUMDes, Bapak Kamuji 
menyampaikan bahwa: 
“ada pembangunan sumur bor arteri, sebelumnya 
pengadaan air bersih ini berawal dari program weslick 
yang kemudian kegiatan operasional selanjutnya dikelola 
oleh BUMDes. Dengan adanya pengelolaan air bersih ini 
masyarakat sekitar sangat terbantu, karena di desa ini 
memang ada banyak peternakan ayam, jadi mereka tidak 





bisa membeli di desa sehingga biaya yang dikeluarkan 
tidak terlalu banyak.” 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan BUMDes Abdi 
Sukses Mandiri telah sesuai dengan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik 
Desa, yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha 
masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Adapun kendala yang 
saat ini sedang dihadapi oleh pengurus adalah terkait peningkatan kapasitas 
pengurus dan BUMDes membutuhkan penambahan jumlah pengurus. Dalam 
keberlanjutan BUMDes kedepannya Bapak Kamuji menjelaskan bahwa masih 
terdapat potensi di Desa Ngancar yaitu potensi air minum kemasan dan wisata 
petik nanas, dimana posisi Desa Ngancar berada pada jalur ke area Wisata 
Gunung Kelud sehingga dengan banyaknya kebun nanas di Desa Ngancar ini 
sangat berpotensi untuk dijadikan wisata agro petik nanas. 
 
4.6.8 BUMDes Lancar Sejahtera 
BUMDes Lancar Sejahtera terletak di Desa Babadan Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri. BUMDes ini berdiri pada 25 September 2017, diketuai oleh 
Bapak Suhadak Hanafi. Dalam implementasinya BUMDes berdasar pada Perdes 
09 Tahun 2017. Letak Desa Babadan bersebelahan dengan Desa Ngancar, 
kedua desa ini memiliki Prudes air bersih oleh karena itu BUMDes Lancar 
Sejahtera memiliki unit usaha pengelolaan air bersih. Hingga saat ini BUMDes 
masih belum memiliki kerjasama dengan pihak ketiga.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hari Kuswoko selaku 
Bendahara BUMDes maka didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu 
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Babadan. Dalam hal ini pada 
bagian pengurus BUMDes terdapat tiga orang pengurus, dan pada unit usaha 





terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Bapak Hari Kuswoko menyampaikan 
sebagai berikut. 
“Untuk saat ini BUMDes masih belum memberikan 
kontribusi terhadap PADes, karena laba yang didapatkan 
digunakan untuk biaya operasional dan penambahan 
modal dan untuk perluasan jaringan pipa.” 
Dengan pernyataan terebut dapat diketahui bahwa BUMDes belum mampu 
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) karena 
pendapatan digunakan untuk biaya operasional, penambahan modal, dan 
perluasan jaringan pipa agar distribusi air bersih dapat dijangkau oleh lebih 
banyak masyarakat Desa Babadan. Kemudian terkait apakah terdapat 
pembangunan atau perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung 
berjalannya unit usaha dalam BUMDes, Bapak Hari Kuswoko menyampaikan 
bahwa: 
“Dalam operasionalnya kita ada penambahan 
jaringan pipa sehingga masyarakat yang sebelumnya 
belum mendapatkan akses air bersih sekarang sudah 
bisa. Selain itu di Desa Babadan sendiri ada banyak 
peternak sapi perah, jadi pengelolaan air bersih ini sangat 
bermanfaat bagi mereka.” 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan BUMDes 
telah sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDes. Dimana Desa Babadan yang 
merupakan sentra sapi perah telah membantu peternak di desa ini dengan 
adanya pengelolaan air bersih. Adapun kendala yang saat ini sedang dihadapi 
oleh pengurus adalah terkait peningkatan SDM pengurus dan diperlukan modal 





Sebelumnya keberadaan pengelolaan air bersih ini berasal dari bantuan program 
WISLICK dari pemerintah, yang kemudian pengelolaannya dilanjutkan oleh 
BUMDes Lancar Sejahtera. 
 
4.6.9 BUMDes Karya Mandiri 
BUMDes Karya Mandiri terletak di Desa Jagul Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri. BUMDes ini berdiri pada 21 Agustus 2017, diketuai oleh 
Bapak Bagus Dwi Jayanto. Dalam implementasinya BUMDes berdasar pada 
Perdes 09 Tahun 2017. Desa Jagul memiliki Prudes Kerajinan aluminium, oleh 
karena itu unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes adalah kerajinan aluminium. 
Dari awal berdiri hingga saat ini status bumdes aktif, dengan modal awal yang 
dimiliki adalah Rp21.000.000,- dengan total omzet sejumlah Rp21.210.000,- hasil 
usaha sejumlah Rp4.269.000,- Dan dividen yang diserahkan ke APBDes 
sejumlah Rp1.280.700,-. Hingga saat ini BUMDes masih belum ada kerjasama 
dengan pihak ketiga. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hari Kuswoko maka 
didapatkan fakta bahwa BUMDes telah mampu menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat Desa Babadan. Dalam hal ini pada bagian pengurus BUMDes 
terdapat enam orang pengurus, dan pada unit usaha alumunium etalase terdapat 
tiga orang pekerja dan pengelola. Mengenai peran BUMDes terhadap 
Pendapatan Asli Desa (PADes) Bapak Bagus menyampaikan sebagai berikut. 
“Iya sudah sesuai dengan peraturan Bupati sebesar 
30% dari total hasil usaha BUMDes, meskipun 
nominalnya masih sedikit namun BUMDes sudah patuh 
dengan aturan sehingga ada penambahan ke PADes.” 
Dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes sudah 





Kemudian terkait apakah terdapat pembangunan atau perbaikan fasilitas dan 
infrastruktur untuk mendukung berjalannya unit usaha dalam BUMDes, Bapak 
Bagus menyampaikan bahwa: 
“Ada pembangunan gedung untuk produksi 
alumunium etalase, dan tentunya beserta alat-alat yang 
dibutuhkan, kemudian kami juga baru selesai melakukan 
pembangunan kantor BUMDes” 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes telah melakukan 
pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan usaha. Adapun kendala yang 
saat ini sedang dihadapi oleh pengurus adalah terkait pembagian waktu oleh 
pengurus karena masing-masing pengurus memiliki kegiatan atau pekerjaan lain 
selain menjadi pengurus BUMDes, kendala selanjutnya adalah kapasitas SDM 
yang masih diperlukan peningkatan lagi, adapun permasalahan lain yaitu terkait 
masalah keuangan dan manajemen yang belum tertata. 
 
4.7 Peninjauan Kinerja BUMDes Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa 
Dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi desa dibutuhkan 
berbagai macam sumberdaya, seperti modal sumberdaya alam, finansial dan 
terutama sumberdaya manusia yang terampil dan terlatih. BUMDes di 
Kecamatan Ngancar memanfaatkan anggaran dana desa untuk pembangunan 
tempat produksi maupun penyediaan fasilitas lain untuk mendukung kegiatan 
dalam unit usaha mereka. Adapun faktor lain yang penting bagi keberlangsungan 
usaha dalam BUMDes, yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten 
dibidangnya, oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri melaksanakan Bimbingan 






Desa-desa di Kecamatan Ngancar telah mampu mengembangkan diri 
secara kelembagaan untuk mengelola potensi lokal guna meningkatkan kegiatan 
ekonomi masyarakat. Keberadaan BUMDes telah mampu menyerap tenaga kerja 
masyarakat desa, adapun yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan atau 
menjadi ibu rumah tangga, dengan adanya unit usaha dalam BUMDes 
masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kapasitas mereka untuk 
menambah pendapatan bagi keluarga mereka. Namun sebagai evaluasi, disisi 
lain keberadaan BUMDes di Kecamatan Ngancar masih belum diketahui oleh 
sebagian besar masyarakat desa, sehingga pemanfaatan atas keberadaan 
BUMDes masih dirasa belum maksimal. Fakta tersebut diperoleh dari hasil 
wawancara dengan pengurus BUMDes dan Masyarakat yang terlibat dalam unit 
usaha BUMDes. 
Peran pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan yaitu DPMPD 
Kabupaten Kediri sebagai fasilitator untuk memonitoring implementasi BUMDes 
merupakan wujud dari teori yang telah dikemukakan oleh Lincolin Arsyad 
(1999:108), bahwa “pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses 
dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya 
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 
dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 
wilayah tersebut, dan menggunakan potensi sumberdaya lokal daerah, 
sumberdaya manusia, dan kelembagaannya”. Oleh karena itu keberadaan 
BUMDes bukan hanya sebagai tempat penyerap tenaga kerja, namun BUMDes 
di Kecamatan Ngancar mampu memberikan kontribusinya terhadap desa yaitu 
dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PADes), adapun beberapa desa yang 
masih belum mampu berkontribusi terhadap PADes dikarenakan pendapatan 





unit usaha dapat terus berjalan. Peran pemerintah daerah serta partisipasi 
masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya lokal menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah (DPMPD) dan masyarakat (BUMDes) telah mampu 
bersinergi untuk mengambil inisiatif guna mewujudkan pembangunan ekonomi 
daerah. 
Berikut merupakan tabel data BUMDes beserta jenis unit usaha, data 
kerjasama dengan pihak ketiga, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam 
BUMDes, Total penyertaan modal selama tiga tahun terakhir (2017, 2018, dan 
2019), Hasil usaha per tahun 2019, dan jumlah dividen ke APBDes dalam bentuk 
PADes yaitu 30% dari total hasil usaha. Adapun beberapa data yang tidak dapat 
diakses namun hal tersebut tidak menghalangi berjalannya penelitian. Data 











4.8 Permasalahan dan Kendala dalam Pengelolaan BUMDes 
Dalam wawancara yang telah penulis laksanakan kepada sembilan 
BUMDes di Kecamatan Ngancar, permasalahan organisasi merupakan hal yang 
perlu diperhatikan dalam setiap organisasi maupun perusahaan. Permasalahan 
tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan dari program kegiatan yang 
dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Begitu pun dalam BUMDes Sempu 
Mandiri, BUMDes Toyo Makmur, BUMDes Margo Jaya, BUMDes Maju Makmur, 
BUMDes Guyub Rukun, BUMDes Sumber Makmur, BUMDes Sumber Agung, 
BUMDes Lancar Sejahtera, dan BUMDes Karya Mandiri terdapat permasalahan 
pada pelaksanaannya, diantaranya: 1) BUMDes belum memiliki jenis kegiatan 
usaha yang pas; 2) Kapasitas pengurus Bumdes masih lemah; 3) Tidak semua 
pengurus BUMDes memiliki jiwa kewirausahaan dan pengalaman usaha yang 
telah teruji; dan 4) Geliat perkembangan BUMDes masih belum terwujud. 
Adapun kendala lain yaitu Belum adanya pemahaman utuh bahwa 
Bumdes menjadi induk semua kegiatan usaha desa (Permendes no 4 th 2015 
pasal 2 dan perda no 7 tahun 2017 pasal 3) bahwa pendirian/pengaturan 
BUMDes untuk menampung seluruh kegiatan usaha desa. Usaha BUMDes 
belum seluruhnya menarik dan belum memiliki jenis kegiatan usaha yang sesuai 
dengan potensi dan kebutuhan desa. Kendala lainnya yaitu masih belum 
meratanya informasi mengenai keberadaan BUMDes kepada masyarakat desa, 
sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan belum paham 
terkait manfaat dari adanya BUMDes bagi mereka. Maka masih diperlukan suatu 
forum untuk membagikan informasi kepada khalayak masyarakat desa agar 
BUMDes dapat diakui keberadaannya dan mampu memberikan manfaat yang 





4.9 Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh BUMDes 
Mengenai pemberdayaan masyarakat desa dalam penelitian ini penulis 
melakukan wawancara kepada masyarakat yang merasakan dampak dari 
adanya BUMDes di desa mereka. Wawancara dilaksanakan dengan mendatangi 
responden pada setiap desa, dengan memberikan pertanyaan yang disusun 
sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh responden.  
4.9.1 Manfaat BUMDes Bagi Masyarakat Desa 
Yang pertama adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes 
Maju Makmur. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ahmad Khoirul Anam yang 
merupakan warga Desa Bedali yang telah bergabung dengan BUMDes Maju 
Makmur menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu membuka 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, namun karena BUMDes masih dalam 
tahap merintis maka belum ada gambaran yang signifikan terkait hal ini, karena 
kepengurusan masih baru yang disebabkan oleh sering diadakan revitalisasi 
pengurus BUMDes. Sebelum bergabung dengan BUMDes Bapak Anam bekerja 
sebagai karyawan swasta. Telah dijelaskan juga bahwa BUMDes mampu 
menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kegiatan 
ekonomi masyarakat. Kemudian terkait pelayanan yang diberikan oleh BUMDes 
terhadap kebutuhan masyarakat sejauh ini sudah baik, namun masyarakat masih 
belum seluruhnya tahu keberadaan BUMDes ini, jadi mungkin diperlukan forum 
untuk mengenalkan BUMDes kepada masyarakat. Pada tahun 2019 kemarin 
BUMDes Desa Bedali mendapat penghargaan dari BNI karena mendapatkan 
banyak nasabah melalui kerjasama mitra dengan BUMDes Maju Makmur. 
Menurut Bapak Anam, unit usaha yang didirikan oleh BUMDes sudah 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimana pada unit usaha pertanian sendiri 





pompa air untuk menunjang kebutuhan petani dalam mengelola lahannya. 
Produk pertanian pada desa ini yaitu Padi, Jagung, holtikultura, dan hidroponik. 
Namun bagi Bapak Anam unit usaha ini masih belum dapat dikatakan mampu 
dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, karena manfaat yang diberikan 
oleh BUMDes belum lumayan besar. Pada unit pertanian ini mereka masih fokus 
untuk membuat sistem kelembagaan yang baik. Sebagai ketua pengelola unit, 
Bapak Anam bertugas untuk meningkatkan hasil pertanian dengan 
memberdayakan masyarakat untuk mengolah lahan mereka dan mengadakan 
forum pertemuan rutin dalam kelompok tani, namun ada perbedaan bahwa 
pertemuan di BUMDes masih belum intens. Fasilitas yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat berupa alat produksi dan bangunan/pabrik 
adapun diantaranya merupakan bantuan dari Kemendes.  Kemudian fasilitas lain 
yang digunakan untuk kegiatan produksi adalah alat produksi sari nanas, dan 
alat mesin pertanian yang dihibahkan untuk BUMDes yang kemudian 
dimanfaatkan untuk operasional unit usaha. Dalam implementasinya masih 
terdapat kendala yaitu pada unit usaha pertanian ini hama masih menjadi 
kendala mereka, namun hal ini diatasi oleh pertemuan kelompok tani dan 
petugas penyuluh lapangan (PPL) dari Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dari 
Kabupaten Kediri. Kalau disisi BUMDes sendiri masih belum maksimal untuk 
mengelola pertanian, karena kapasitas SDM belum begitu ahli di pertanian. 
Adapun potensi lain yang belum dikembangkan oleh BUMDes dan masyarakat, 
berdasarkan pernyataan Bapak Anam, kedepannya ingin ada kemandirian dalam 
desa untuk menyediakan supply beras. Hal ini berpotensi bagi BUMDes untuk 
mengelola komoditas beras di Desa Bedali. 
Yang kedua adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes 





Desa Pandantoyo yang telah bergabung dengan BUMDes Toyo Makmur 
menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat desa. Sebelum bergabung dengan BUMDes Ibu 
Utami merupakan ibu rumah tangga yang kemudian sekarang memiliki usaha 
pembibitan dan toko peracangan. Telah dijelaskan juga bahwa BUMDes mampu 
menyediakan akses dengan memberi pinjaman modal bagi masyarakat desa 
untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka yang salah satunya diberikan 
kepada Ibu Utami. Kemudian terkait pelayanan yang diberikan oleh BUMDes 
terhadap kebutuhan masyarakat sejauh ini sudah baik. Menurut Ibu Utami, unit 
usaha yang didirikan oleh BUMDes sudah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, yaitu unit usaha simpan pinjam yang saat ini banyak dimanfaatkan 
oleh masyarakat desa. Telah nyatakan juga bahwa keberadaan BUMDes mampu 
meningkatkan pendapatan Ibu Utami.  
Dengan adanya BUMDes ini Bu Utami bertugas untuk mengelola warung 
dan loket unit usaha agrowisata. Fasilitas yang disediakan oleh BUMDes bagi 
usaha masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Kemudian fasilitas lain yang 
digunakan untuk kegiatan operasional adalah berupa lapak kios untuk Bu Utami,  
Dalam implementasinya masih terdapat kendala yaitu karena adanya pandemi ini 
area agro wisata menjadi sepi pengunjung yang otomatis kios pertokoan juga 
sepi pembeli. Adapun potensi lain yang belum dikembangkan oleh BUMDes dan 
masyarakat, berdasarkan pernyataan Bu Utami, Desa Pandantoyo memiliki 
potensi olahan pertanian, BUMDes sudah ada keinginan untuk mengolah produk 
turunan buah dan sayur. Untuk buah ada kelengkeng, nangka, durian, alpukat, 
dan jambu. Ide tersebut muncul karena ada permasalahan pada saat panen 





Yang ketiga adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes 
Sempu Mandiri. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Edi Sutrisno yang 
merupakan warga Desa Sempu yang telah bergabung dengan BUMDes Sempu 
Mandiri menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu membuka 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Sebelum bergabung dengan 
BUMDes Bapak Edi bekerja sebagai petani nanas yang kemudian sekarang 
dengan bergabungnya dengan BUMDes memberikan kemudahan bagi Pak Edi 
dalam mengelola budidaya ini untuk supply produksi sari nanas yang telah 
menjadi prudes Desa Sempu. Telah dijelaskan juga bahwa BUMDes mampu 
menyediakan akses berupa lapangan pekerjaan dan informasi bagi masyarakat 
desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Kemudian terkait 
pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan masyarakat sejauh 
ini sangat baik. Menurut Pak Edi, unit usaha yang didirikan oleh BUMDes sudah 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu unit usaha pengolahan sari nanas. 
Telah dinyatakan juga bahwa keberadaan BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat yang bergabung sesuai dengan hak mereka. 
Dengan adanya BUMDes ini Pak Edi bertugas untuk mengelola budidaya 
nanas. Fasilitas yang disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat dalam 
bentuk permodalan. Kemudian fasilitas lain yang digunakan untuk kegiatan 
operasional adalah fasilitas untuk pengolahan nanas, berupa alat produksi sari 
nanas yang sebelumnya dihibahkan oleh Wisata Kampung Indian untuk BUMDes 
Sempu Mandiri. Dalam implementasinya masih terdapat kendala yaitu terkait 
serangan hama, tikus, persaingan pasar, dan keterbatasan alat. Adapun potensi 
lain yang belum dikembangkan oleh BUMDes dan masyarakat, berdasarkan 
pernyataan Pak Edi, Desa Sempu memiliki potensi desa wisata karena Desa 





Yang keempat adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes 
Margo Jaya. Berdasarkan pernyataan dari Bu Gayatri yang merupakan warga 
Desa Margourip yang telah bergabung dengan BUMDes Margo Jaya 
menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat desa. Sebelum bergabung dengan BUMDes Ibu 
Gayatri merupakan Ibu rumah tangga, kemudian didirikan BUMDes Margo Jaya 
pada tahun 2016 dengan membuka unit usaha pertokoan, dan akhirnya Bu 
Gayatri bergabung di Pasar Desa Margourip. Telah dijelaskan juga bahwa 
BUMDes mampu menyediakan akses sewa kios bagi masyarakat desa yang 
ingin membuka usaha di Pasar Desa sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian mereka. Kemudian terkait pelayanan yang diberikan oleh 
BUMDes terhadap kebutuhan masyarakat sejauh ini sudah cukup baik. Menurut 
Bu Gayatri unit usaha yang didirikan oleh BUMDes sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat sekitar, dimana jika masyarakat ingin belanja kebutuhan 
pokok tidak perlu jauh-jauh karena di Pasar Desa sudah ada, selain itu disana 
juga ada bengkel dan fotocopy atk. Telah nyatakan juga bahwa keberadaan 
BUMDesm mampu meningkatkan pendapatan pendapatan Bu Gayatri dan warga 
setempat yang berhubungan langsung dengan unit usaha BUMDes. 
Dengan adanya BUMDes ini Bu Gayatri bertugas untuk menjaga toko dan 
bertanggungjawab untuk pengelolaan operasional toko. Fasilitas yang disediakan 
oleh BUMDes bagi usaha masyarakat dalam bentuk bangunan pertokoan.  
Kemudian fasilitas lain adalah untuk listrik sudah disediakan oleh pihak desa, 
sehingga Bu Gayatri tidak perlu mengajukan listrik sendiri ke PLN.  Dalam 
implementasinya sejauh ini belum ada kendala yang berarti. Adapun potensi lain 
yang belum dikembangkan oleh BUMDes dan masyarakat, berdasarkan 





sari nanas, sebab dulu sudah pernah produksi namun tidak dilanjutkan karena 
terkendala pengelolannya tidak ada, padahal alat yang dimiliki sudah lengkap 
namun tenaga kerja yang mau memproduksi tidak ada. 
Yang kelima adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes 
Sumber Makmur. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Slamet Widodo yang 
merupakan warga Desa Manggis yang telah bergabung dengan BUMDes 
Sumber Makmur menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu 
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Sebelum bergabung 
dengan BUMDes Bapak Slamet memang sudah memiliki usaha hidroponik, 
kemudian bergabung dengan BUMDes dan kini diamanatkan untuk mengelola 
unit usaha hidroponik milik BUMDes. Telah dijelaskan juga bahwa BUMDes 
mampu menyediakan akses dengan membuka kesempatan bagi bagi 
masyarakat desa untuk bergabung dengan BUMDes. Kemudian terkait 
pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan masyarakat sejauh 
ini sudah baik, BUMDes sangat mendukung dan menyediakan greenhouse dan 
instalasi hidroponik. Menurut Bapak Slamet, unit usaha yang didirikan oleh 
BUMDes sejauh ini mungkin belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
karena unit usaha ini juga masih merintis. Telah dinyatakan juga bahwa 
keberadaan BUMDes belum mampu meningkatkan pendapatan, usaha 
hidroponik ini masih butuh pengembangan sehingga pendapatan masih untuk 
penambahan modal dan biaya operasional. 
Dengan adanya BUMDes ini Bapak Slamet bertugas untuk mengelola 
sistem tanah, mengurus tanaman, dan melakukan pemasaran ke tiga swalayan 
di Kediri. Fasilitas yang disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat dalam 
bentuk greenhouse dan instalasi hidroponik. Kemudian fasilitas lain yang 





nutrisi, dan media tanam. Dalam implementasinya masih terdapat kendala yaitu 
hama tanaman dan kurangnya tenaga kerja untuk pemasaran sayur. Adapun 
potensi lain yang belum dikembangkan oleh BUMDes dan masyarakat, 
berdasarkan pernyataan Bapak Slamet, Desa Manggis memiliki potensi pasar 
desa dan penarikan listrik desa yang dapat dikelola oleh BUMDes. 
Yang keenam adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes 
Karya Mandiri. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Beni yang merupakan warga 
Desa Jagul yang telah bergabung dengan BUMDes Karya Mandiri menjelaskan 
bahwa keberadaan BUMDes telah mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa. Sebelum bergabung dengan BUMDes Bapak Beni memang 
sudah memiliki usaha etalase. Telah dijelaskan juga bahwa BUMDes mampu 
menyediakan akses dengan memberikan sosialisasi dan membuka peluang 
untuk bergabung dengan BUMDes. Kemudian terkait pelayanan yang diberikan 
oleh BUMDes terhadap kebutuhan masyarakat sejauh ini sudah baik. Menurut 
Pak Beni, unit usaha yang didirikan oleh BUMDes belum sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, sehingga masih dibutuhkan pengembangan lagi. Telah 
dinyatakan juga bahwa keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pendapatan 
karena produksi juga meningkat. 
Dengan adanya BUMDes ini Pak Beni bertugas untuk merancang produksi, 
memasarkan, mencari pemesan/ pembeli. Fasilitas yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat berupa permodalan dan alat produksi yang 
diperlukan. Dalam implementasinya masih terdapat kendala yaitu pada proses 
pembukuan keuangan karena cashflow harus sesuai dengan berapa jumlah 
pesanan dan pengurus masih kesulitan. Adapun potensi lain yang belum 
dikembangkan oleh BUMDes dan masyarakat, berdasarkan pernyataan Pak 





pepaya, karena masyarakat di Desa Jagul ini memang banyak yang melakukan 
budidaya benih. Ini menjadi potensi bagi BUMDes untuk mewadahi mereka. 
Yang ketujuh adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes 
Lancar Sejahtera. Berdasarkan pernyataan dari Bu Luluk yang merupakan warga 
Desa Babadan yang telah bergabung dengan BUMDes Lancar Sejahtera 
menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat desa namun belum kontinue, karena situasional 
sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Sebelum bergabung dengan BUMDes Bu 
Luluk bekerja sebagai buruh tani. Telah dijelaskan juga bahwa BUMDes mampu 
menyediakan akses dengan adanya unit usaha air bersih ini, dimana BUMDes 
mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Babadan, terutama 
bagi peternak ayam dan sapi yang membutuhkan banyak air untuk 
peternakannya. Kemudian terkait pelayanan yang diberikan oleh BUMDes 
terhadap kebutuhan masyarakat masih ada kekurangan namun pelayanan sudah 
baik. Menurut Bu Luluk, unit usaha yang didirikan oleh BUMDes sudah sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, yaitu unit usaha air bersih karena air bersih 
adalah kebutuhan utama bagi masyarakat. Telah dinyatakan juga bahwa 
keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, 
karena penggunaan air dimanfaatkan untuk kebutuhan peternakan warga, 
sehingga biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar, cukup dengan menggunakan 
air dari WSLIC milik Desa Babadan. 
Dengan adanya BUMDes ini Bu Luluk bertugas untuk melakukan penarikan 
tarif biaya air ke masyarakat desa. Fasilitas yang disediakan oleh BUMDes 
berupa sumur bor, instalasi, dan jaringan pipa. Dalam implementasinya masih 
terdapat kendala yaitu BUMDes membutuhkan pembaruan meteran dimasing-





sudah tua jadinya banyak terjadi kebocoran air, sehingga antara jumlah air yang 
digunakan dan yang terhitung oleh meteran lebih banyak air yang digunakan 
oleh warga. Sedangkan BUMDes belum mempunyai cukup modal untuk 
mengganti meteran warga. Adapun potensi lain yang belum dikembangkan oleh 
BUMDes dan masyarakat, berdasarkan pernyataan Bu Luluk, Desa Babadan 
memiliki potensi pengolahan buah nanas karena disini ada banyak sekali 
perkebunan nanas. 
Yang kedelapan adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh 
BUMDes Abdi Sukses Mandiri. Berdasarkan pernyataan dari Dwi Sekti Utomo 
yang merupakan warga Desa Ngancar yang telah bergabung dengan BUMDes 
Abdi Sukses Mandiri menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu 
membuka lapangan pekerjaan sebagai pengelola air bersih. Sebelum bergabung 
dengan BUMDes Pak Dwi bekerja sebagai karyawan swasta, yang kemudian 
sekarang diberi tanggungjawab untuk mengelola unit usaha air bersih. Telah 
dijelaskan juga bahwa BUMDes masih belum mampu menyediakan akses untuk 
masyarakat luas karena masih dalam proses pembentukan. Kemudian terkait 
pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan masyarakat sejauh 
ini sangat baik dan belum ada komplain. Menurut Pak Dwi, unit usaha yang 
didirikan oleh BUMDes sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu unit 
usaha air bersih, karena sebelumnya masyarakat di Desa Ngancar ini kesulitan 
air bersih. Telah dinyatakan juga bahwa keberadaan BUMDes mampu 
meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi warga Dusun Puhrejo 
karena banyak peternak sapi perah, jadi mereka memanfaatkan keberadaan unit 
usaha air bersih ini untuk mengelola peternakan mereka.  
Dengan adanya BUMDes ini Pak Dwi bertugas untuk melakukan 





Fasilitas yang disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat berupa 
bangunan, gudang, dan sumur bor dua unit. Kemudian fasilitas lain yang 
digunakan untuk kegiatan operasional adalah berupa pompa stabiliser dan 
jaringan pipa. Dalam implementasinya masih terdapat kendala yaitu terkait 
masalah teknis pengambilan tujuh pipa yang putus dan jatuh disumur dan sudah 
dua tahun belum bisa diambil, akibatnya debit air berkurang ketika musim 
kemarau. Adapun potensi lain yang belum dikembangkan oleh BUMDes dan 
masyarakat, berdasarkan pernyataan Pak Dwi, Desa Ngancar memiliki potensi 
desa wisata petik nanas karena lokasi desa merupakan jalur ke area Wisata 
Gunung Kelud. 
Dan yang terakhir adalah mengenai pemberdayaan masyarakat oleh 
BUMDes Guyub Rukun. Berdasarkan pernyataan dari Bu Yeni yang merupakan 
warga Desa Kunjang yang telah bergabung dengan BUMDes Guyub Rukun, 
menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah mampu membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat desa. Sebelum bergabung dengan BUMDes Bu Yeni 
merupakan ibu rumah tangga yang kemudian sekarang memiliki usaha 
pertokoan sejak tahun 2019. Telah dijelaskan juga bahwa menurut Bu Yeni 
BUMDes mampu menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk meningkatkan 
kegiatan ekonomi mereka. Kemudian terkait pelayanan yang diberikan oleh 
BUMDes terhadap kebutuhan masyarakat sejauh ini sudah cukup baik. Menurut 
Bu Yeni, unit usaha pertokoan ini sudah sesuai kebutuhan, karena letaknya di 
balai desa jadi untuk kebutuhan ATK masyarakat yang mengurus surat 
administrasi bisa membeli di toko tersebut. Telah dinyatakan juga bahwa 
keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pendapatan. 
Dengan adanya BUMDes ini Bu Yeni bertugas untuk menjaga toko, 





Telpon, PBB, PKB, BPJS, pembelian pulsa listrik, pulsa telpon, cicilan kendaraan 
bermotor, TV kabel dan lain-lain, pencairan wesel instan serta melayani 
pengiriman surat dan paket dari masyarakat Desa Kunjang. Fasilitas yang 
disediakan oleh BUMDes bagi usaha ini berupa bangunan kios. Dalam 
implementasinya belum ada kendala yang berarti. Adapun potensi lain yang 
belum dikembangkan oleh BUMDes dan masyarakat, berdasarkan pernyataan 
Bu Yeni, Desa Kunjang memiliki potensi olahan nanas. 
4.9.2 Peninjauan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa 
Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kemandirian desa atas potensi yang dimiliki. BUMDes pada 
masing-masing desa di Kecamatan Ngancar sebagian unit usaha yang dimiliki 
sudah sesuai dengan potensi lokal desa. Seperti salah satu contohnya adalah 
unit usaha pengolahan buah nanas yang terletak di Desa Bedali dan Desa 
Sempu, dimana lokasi tersebut merupakan sentra buah nanas. Namun pada sisi 
lain adapun desa yang masih belum mampu untuk mengidentifikasi potensinya 
karena tidak semua pengurus BUMDes memiliki jiwa kewirausahaan dan 
pengalaman usaha, sehingga inovasi dalam BUMDes sulit untuk berkembang. 
Namun BUMDes tersebut tetap aktif dan menjaga agar unit usaha yang telah 
dikelola oleh masyarakat tetap berjalan secara sustainable. Hal ini menunjukkan 
bahwa BUMDes tidak dapat terlepas dari peran masyarakat desa. 
Hasil penelitian di Kecamatan Ngancar menunjukan bahwa keberadaan 
BUMDes ditengah-tengah masyarakat mampu meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, dengan adanya 
kesadaraan masyarakat akan pentingnya dukungan mereka dalam upaya 
membangun ekonomi desa, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa 





seluruhnya unit usaha mereka sesuai dengan potensi lokal desa. Namun hal itu 
tidak menutup kemungkinan bagi desa untuk mengembangkan usaha yang telah 
ada dengan dibantu oleh keberadaan BUMDes agar usaha dapat berjalan secara 
berkelanjutan (kontinu). Selain itu dengan adanya partisipasi dan keterlibatan 
masyarakat dalam BUMDes, telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan 
pemberdayaan bagi masyarakat desa di Kecamatan Ngancar. 
Berikut merupakan tabel data yang berasal dari sisi masyarakat desa 
yang merasakan langsung manfaat dari adanya BUMDes di desa mereka. Yaitu 
berisi data mengenai BUMDes, nama yang bersangkutan, pekerjaan 
sebelumnya, jenis unit usaha yang dikelola, fasilitas dari BUMDes, Kendala yang 















Berdasarkan hasil analisis yang berfokus pada enam indikator dan tiga 
puluh kriteria pengelolaan BUMDes, telah didapatkan enam faktor yang dianggap 
paling penting oleh pengurus BUMDes secara akumulatif pada sembilan 
BUMDes di Kecamatan Ngancar. Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP), didapatkan faktor yang dianggap 
paling penting adalah: 1) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk 
pembiayaan dan kekayaan Desa; 2) BUMDes membuka lapangan kerja dan 
berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat; 3) BUMDes memiliki target 
dan strategi bisnis bagi unit usaha; 4) Musyawarah Desa (Musdes) diikuti oleh 
Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara rutin 
sesuai kebutuhan BUMDes; 5) Terdapat bimbingan teknis (BimTek) aplikasi 
Sistem Informasi dan Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes; dan yang terakhir 
adalah 6) Manfaat dari BUMDes diperluas (expanded benefits). 
Sedangkan Analytical Hierarchy Process (AHP) pada masing-masing 
BUMDes telah didapatkan karakteristik pengelolaan yang berbeda, dimana pada 
BUMDes BUMDes Maju Makmur lebih memprioritaskan indikator Akuntable, 
yaitu Terdapat Bimbingan Teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan 
Akuntansi (SIA) bagi pengurus BUMDes. BUMDes Sempu Mandiri 
memprioritaskan indikator Emansipatif yaitu BUMDes memiliki target dan strategi 
bisnis bagi unit usaha. BUMDes Karya Mandiri memprioritaskan indikator 
Sustainable yaitu Manfaat dari BUMDes diperluas. Pemilihan prioritas dalam 
BUMDes Lancar Sejahtera memprioritaskan indikator Hasil usaha BUMDes 





memprioritaskan indikator BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit 
usaha. BUMDes Toyo Makmur memprioritaskan indikator Akuntable, yaitu 
Terdapat Bimbingan Teknis (BimTek) aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi 
(SIA) bagi pengurus BUMDes. BUMDes Margo Jaya memprioritaskan indikator 
Partisipatif, yaitu Pengurus BUMDes memiliki keterampilan sebagai wirausaha. 
BUMDes Abdi Sukses Mandiri memprioritaskan indikator Emansipatif, yaitu 
BUMDes memiliki target dan strategi bisnis bagi unit usaha. BUMDes Sumber 
Makmur memprioritaskan indikator Partisipatif, yaitu BUMDes membuka 
lapangan kerja dan berkontribusi bagi pengembangan usaha masyarakat.  
Dalam implementasinya BUMDes di Kecamatan Ngancar mendapat peran 
fasilitator dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembangunan Desa (DPMPD). BUMDes juga mendapatkan anggaran dari Dana 
Desa oleh Kementerian Pedesaan yang bersumber dari APBN. Unit usaha yang 
dimiliki oleh BUMDes di Kecamatan Ngancar telah mampu menyerap tenaga 
kerja mulai dari sejumlah 6 hingga 22 karyawan pada setiap BUMDesnya. Dalam 
penelitian ini masing-masing BUMDes memiliki unit usaha yang berbeda sesuai 
dengan potensi desa dan kapasitas warga setempat, dalam pemilihan jenis unit 
usaha BUMDes menyesuaikan dengan Produk Unggulan Pedesaan (Prudes). 
Sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pada BUMDes Sempu 
Mandiri memiliki prudes olahan nanas, BUMDes Toyo Makmur memiliki prudes 
agro buah dan wisata, BUMDes Margo Jaya memiliki prudes penggemukan sapi, 
BUMDes Maju Makmur memiliki prudes olahan nanas, BUMDes Guyub Rukun 
memiliki prudes penggemukan sapi, BUMDes Sumber Makmur memiliki prudes 
penggemukan sapi dan hidroponik, BUMDes Abdi Sukses Mandiri memiliki 
prudes air bersih, BUMDes Lancar Sejahtera memiliki prudes air bersih, dan 





aluminium. Adapun permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala bagi 
BUMDes adalah mengenai kapasitas SDM pengurus, kurangnya eksplorasi 
potensi desa, dan modal untuk pengembangan unit usaha.  
BUMDes di Kecamatan juga berkontribusi terhadap pemberdayaan 
masyarakat, salah satunya yaitu melalui pemberian akses kepada masyarakat 
untuk bergabung dalam BUMDes seperti pemberian fasilitas pinjaman modal 
usaha hingga fasilitas bangunan untuk kegiatan produksi pada unit usaha yang 
sedang berjalan. Beberapa unit usaha yang dapat penulis rangkum dari sembilan 
responden pada masing-masing desa adalah unit usaha: olahan sari buah 
nanas, pembibitan dan toko peracangan, pertokoan, pertanian, pertokoan 
(pembayaran PLN, PDAM, PBB, PKB, BPJS, Dll), Hidroponik, air bersih, dan 
kerajinan aluminium. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Responden dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki 
pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes), yaitu pengurus pada sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar. 
Dalam input data pada model Analitycal Hierarchy Process (AHP) ini sangat 
bergantung pada persepsi atau subyektifitas dari responden. Sehingga, jika ada 
partisipan yang kuat maka akan memengaruhi partisipan yang lainnya, karena 
hasil prioritas indikator pengelolaan BUMDes diperoleh dari akumulatif 
pengolahan data pada sembilan responden dari masing-masing BUMDes di 
Kecamatan Ngancar. Dan penilaian pada tiga puluh sub-kriteria cenderung 
subjektif karena sangat dipengaruhi oleh persepsi atau sudut pandang 
responden yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman yang mereka alami 
pada masing-masing BUMDes yang sedang mereka kelola. 
Penelitian ini menganalisis enam indikator pengelolaan BUMDes yaitu 





Setelah dilakukan analisis, masing-masing BUMDes memiliki unit usaha yang 
berbeda, pengelolaan yang berbeda, dan sedang menghadapi kendala yang 
berbeda juga. Namun, enam indikator tersebut penulis terapkan pada seluruh 
BUMDes, yang pada sisi lainnya terdapat perbedaan kondisi yang penulis 
temukan pada sembilan BUMDes tersebut. Sehingga dalam penelitian ini 
ditemukan kelemahan bahwa sembilan BUMDes di Kecamatan Ngancar dalam 
pengelolaannya belum seluruhnya berfokus pada enam indikator tersebut. 
Keterbatasan penelitian selanjutnya dalam analisis AHP adalah data yang 
digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner, namun 
pengisian kuesioner oleh responden tidak 100% konsisten. Meskipun demikian, 
hasil penelitian ini tetap dapat diterima karena pada keenam indikator 
pengelolaan BUMDes yang merupakan hasil Analitycal Hierarchy Process (AHP) 
memiliki nilai inconsistency rasio kurang dari 0,1. 
5.3 Saran 
Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa 
permasalahan yang sedang dihadapi oleh masing-masing BUMDes di 
Kecamatan Ngancar. Berikut beberapa saran beserta kendala yang dapat 
penulis identifikasi dalam penelitian ini, yaitu:  
1) BUMDes Maju Makmur membutuhkan Bimbingan teknis terkait sistem 
informasi dan akuntansi agar kegiatan keuangan unit usaha dapat 
tercatat dengan baik sehingga dapat memberikan deviden kepada 
Pemerintah Desa;  
2) BUMDes Sempu Mandiri membutuhkan informasi untuk merencanakan 
target dan strategi bisnis bagi unit usaha sari buah nanas, karena 
terdapat persaingan pemasaran produk sari nanas yang kini menjadi 





3) BUMDes Karya Mandiri menginginkan manfaat BUMDes diperluas bagi 
masyarakat dengan melalui penambahan unit usaha, karena BUMDes 
masih belum menyentuh potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Desa 
Jagul; 
4) BUMDes Lancar Sejahtera memerlukan anggaran dana tambahan yang 
dapat digunakan untuk biaya operasional dan penambahan modal serta 
untuk perluasan jaringan pipa dan penggantian meteran air pada 
beberapa rumah warga yang usianya (meteran) lebih dari 10 tahun; 
5) BUMDes Guyub Rukun memerlukan strategi bisnis yang efisien agar 
penjualan sapi dapat lebih stabil, karena penjualan sapi hanya akan ramai 
ketika mendekati hari raya Idul ‘Adha; 
6) BUMDes Toyo Makmur memerlukan strategi marketing untuk 
memperkenalkan agro wisata buah yang masih dalam masa 
pengembangan kebun hingga saat ini; 
7) BUMDes Margo Jaya memerlukan peningkatan kapasitas pengelola 
melalui BIMTEK maupun bimbingan dan dampingan dari pemerintah 
daerah yang dilaksanakan secara kontinu; 
8) BUMDes Abdi Sukses Mandiri memerlukan bimbingan dan dampingan 
bagi peningkatan kapasitas pengurus dan penambahan jumlah pengurus 
untuk unit usaha air bersih; 
9) BUMDes Sumber Makmur memerlukan tambahan anggaran dana untuk 
pengembangan unit usaha Hidroponik yang kini telah dipasarkan ke tiga 
swalayan di Kediri, sehingga masih dibutuhkan modal yang cukup besar; 
Dengan saran dan kendala yang telah diidentifikasi tersebut diharapkan 
pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa ikut 
mendukung, mendorong dan memfasilitasi pengembangan BUMDes di 
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KUESIONER TERKAIT PENGELOLAAN BUMDES 
Responden Yang terhormat 
Terima kasih atas kesediaannya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan 
bagian dari penelitian untuk memenuhi persyaratan akademik dalam mencapai 
gelar Sarjana Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya. Pertanyaan dalam kuesioner ini bertujuan untuk 
melengkapi data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: 
“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menunjang 
Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus BUMDES di Kecamatan Ngancar 
Kabupaten Kediri)”. Semua pertanyaan harap diisi dengan lengkap sesuai 
dengan petunjuk yang diberikan. Saya sangat menghargai partisipasi responden 
untuk mengisi kuesioner ini.  
  
Hormat Saya,  
 
Amalia Indah Palupi 
165020100111010 
 
Kuesioner Kepada Pengurus Bumdes  
a. Identitas Responden   
Nama        :        
Usia        :   
Jabatan dalam BUMDes   :    
b. Petunjuk Pengisian: 
Berilah tanda ceklish  (√ ) pada kolom skala kriteria (A) atau pada kolom 
skala kriteria (B) yang sesuai dengan pendapat anda  
Definisi Skala:  
1: kedua kriteria sama penting   





5: kriteria (A) lebih penting dibanding dengan (B)  
7: kriteria (A) sangat lebih penting dibanding dengan (B)  
9: kriteria (A) mutlak lebih penting dibanding dengan (B) 
 
DAFTAR PERTANYAAN: 
1. Kriteria mana yang lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pada 
Indikator Kooperatif? 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 





         Penyertaan modal 





         Terdapat AD/ART, 
Perdes, dan SOP 






         Struktur organisasi 






         Unit Usaha BUMDes 
berbadan hukum 
 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 Penyertaan modal 
dari Pemerintah 
Desa 
         Terdapat AD/ART, 
Perdes, dan SOP 
dalam tata kelola 
BUMDes 
2 Penyertaan modal 
dari Pemerintah 
Desa 
         Struktur organisasi 
sudah sesuai dengan 
kebutuhan BUMDes 
3 Penyertaan modal 
dari Pemerintah 
Desa 
         Unit Usaha BUMDes 
berbadan hukum 
 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 Terdapat AD/ART, 
Perdes, dan SOP 
dalam tata kelola 
BUMDes 
         Struktur organisasi 
sudah sesuai dengan 
kebutuhan BUMDes 
2 Terdapat AD/ART, 
Perdes, dan SOP 
dalam tata kelola 









No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 




         Unit Usaha BUMDes 
berbadan hukum 
 
2. Kriteria mana yang lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pada 
Indikator Partisipatif? 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 Kerjasama usaha 
antar Desa atau 
dengan pihak ketiga 
         Dukungan Pemerintah 
Desa kepada 
BUMDes 
2 Kerjasama usaha 
antar Desa atau 
dengan pihak ketiga 
         Pengurus BUMDes 
memiliki keterampilan 
sebagai wirausaha 
3 Kerjasama usaha 
antar Desa atau 
dengan pihak ketiga 




4 Kerjasama usaha 
antar Desa atau 
dengan pihak ketiga 
         BUMDes membuka 





No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 

















         BUMDes membuka 










9 7 5 3 1 3 5 7 9 












         BUMDes membuka 





No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 






         BUMDes membuka 





3. Kriteria mana yang lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pada 
Indikator Emansipatif? 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 

















         Hasil usaha BUMDes 
30% dialokasikan 
untuk Pendapatan 
Asli Desa (PADes)  






         BUMDes adil dalam 
membagikan 
informasi bagi seluruh 
investor dan calon 
investor 






         BUMDes memiliki 
target dan strategi 






No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 





         Hasil usaha BUMDes 
30% dialokasikan 
untuk Pendapatan 
Asli Desa (PADes)  





         BUMDes adil dalam 
membagikan 
informasi bagi seluruh 
investor dan calon 
investor 





         BUMDes memiliki 
target dan strategi 
bisnis bagi unit usaha 
 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 





         BUMDes adil dalam 
membagikan 
informasi bagi seluruh 
investor dan calon 
investor 





         BUMDes memiliki 
target dan strategi 
bisnis bagi unit usaha 
 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 




dan calon investor 
         BUMDes memiliki 
target dan strategi 
bisnis bagi unit usaha 
4. Kriteria mana yang lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pada 
Indikator Transparan? 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 





         Musdes diikuti oleh 
Pemerintah Desa, 













         BUMDes 
menyampaikan 
perkembangan 
program kegiatan dan 











         BUMDes terbuka 
untuk menerima kritik 






         Terdapat kepentingan 
individu atau konflik 




No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 Musdes diikuti oleh 
Pemerintah Desa, 
BPD, dan unsur 
masyarakat dan 
dilaksanakan 
secara rutin sesuai 
kebutuhan BUMDes 
         BUMDes 
menyampaikan 
perkembangan 
program kegiatan dan 







2 Musdes diikuti oleh 
Pemerintah Desa, 
BPD, dan unsur 
masyarakat dan 
dilaksanakan 
secara rutin sesuai 
kebutuhan BUMDes 
         BUMDes terbuka 
untuk menerima kritik 
dan saran dari 
masyarakat 
3 Musdes diikuti oleh 
Pemerintah Desa, 
BPD, dan unsur 
masyarakat dan 
dilaksanakan 
secara rutin sesuai 
kebutuhan BUMDes 
         Terdapat kepentingan 
individu atau konflik 






















         BUMDes terbuka 
untuk menerima kritik 














         Terdapat kepentingan 
individu atau konflik 




No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 BUMDes terbuka 
untuk menerima 
kritik dan saran dari 
masyarakat 
         Terdapat kepentingan 
individu atau konflik 




5. Kriteria mana yang lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pada 
Indikator Akuntabel? 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 Perangkat 
keuangan lengkap, 
terdapat tim audit 
         Meminta dan 
menyimpan bukti 




terdapat tim audit 
         BUMDes memiliki 
rekening bersama  
3 Perangkat 
keuangan lengkap, 
terdapat tim audit 








Akuntansi (SIA) bagi 
pengurus BUMDes  
4 Perangkat 
keuangan lengkap, 
terdapat tim audit 





No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 




         BUMDes memiliki 
rekening bersama  








Akuntansi (SIA) bagi 
pengurus BUMDes  









No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 BUMDes memiliki 
rekening bersama 




Akuntansi (SIA) bagi 
pengurus BUMDes  
2 BUMDes memiliki 
rekening bersama 





No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
















6. Kriteria mana yang lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pada 
Indikator Sustainable? 
No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 




         Unit usaha yang 
dikelola menarik dan 
dapat bersaing di 
pasar  




         Keberlanjutan supply 
produksi  




         Keterhubungan dan 
pengembangan 
dengan jaringan/ 
segmentasi pasar  








No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 Unit usaha yang 
dikelola menarik 
dan dapat bersaing 
di pasar  
         Keberlanjutan supply 
produksi  
2 Unit usaha yang 
dikelola menarik 
dan dapat bersaing 
di pasar  
         Keterhubungan dan 
pengembangan 
dengan jaringan/ 
segmentasi pasar  
3 Unit usaha yang 
dikelola menarik 
dan dapat bersaing 
di pasar  




No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
1 Keberlanjutan 
supply produksi 
         Keterhubungan dan 
pengembangan 
dengan jaringan/ 
segmentasi pasar  
2 Keberlanjutan 
supply produksi 




No Kriteria A SKALA  SKALA Kriteria B 













Pertanyaan untuk wawancara dengan Pengurus BUMDes: 
a. Dalam pemberdayaan masyarakat, berapakah jumlah karyawan atau tenaga 
kerja yang terserap oleh BUMDes? 
b. Apakah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masih aktif berjalan hingga 
saat ini? 
c. Apakah dalam pengelolaannya BUMDes telah mampu meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa?  
d. Berapa persen pendapatan yang masuk kedalam PADes, apakah sudah 
sesuai dengan Peraturan Bupati (30% dari total pendapatan diberikan 
kepada desa)? 
e. Apakah terdapat pembangunan atau perbaikan fasilitas dan infrastuktur 
untuk mendukung berjalannya unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes? 
f. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi oleh Pengurus BUMDes? 
 
 
PERTANYAAN TERKAIT PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL MELALUI 
BUMDES. Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu? *untuk 
pengusaha 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan pendapatan 
Bapak/Ibu atau warga setempat? 





h. Apakah terdapat fasilitas yang disediakan oleh BUMDes bagi usaha 
masyarakat? 
i. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha ini? 
j. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 
Lampiran 2 
Hasil Wawancara Kepada shareholder BUMDes 
1. Identitas Responden   
Nama        : Ahmad Khoirul Anam 
BUMDes     : Maju Makmur, Desa Bedali 
Unit Usaha    : Pertanian 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab:  Bumdes masih merintis, belum ada gambaran yang signifikan 
terkait hal ini, karena kepengurusan masih baru karena sering diadakan 
revitalisasi pengurus bumdes. 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu?  
Jawab:  Karyawan swasta 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab:  Iya 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Sejauh ini sudah baik, namun masyarakat masih belum 
seluruhnya tahu keberadaan BUMDes ini, jadi mungkin diperlukan forum 
untuk mengenalkan BUMDes kepada masyarakat. Pada tahun 2019 
kemarin BUMDes Desa Bedali mendapat penghargaan dari BNI karena 
mendapatkan banyak nasabah melalui kerjasama mitra dengan BUMDes 
Maju Makmur. 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Sudah sesuai, pada unit usaha pertanian sendiri BUMDes telah 





untuk menunjang kebutuhan petani dalam mengelola lahannya. Produk 
pertanian pada desa ini yaitu Padi, Jagung, holtikultura, dan hidroponik. 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Kalau dibilang mampu, belum. Karena manfaat yang diberikan 
oleh BUMDes belum lumayan besar. Pada unit pertanian ini kami masih 
fokus membuat sistem kelembagaan yang baik. 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Meningkatkan hasil pertanian, memberdayakan masyarakat untuk 
mengolah lahan mereka. Ada forum pertemuan rutin dalam kelompok 
tani, tapi kalau di BUMDes massih belum intens. 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 
Jawab: Ada bantuan dari Kemendes berupa alat produksi dan 
bangunan/pabrik. 
i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat? 
Jawab: Iya, ada alat produksi sari nanas, dan alat mesin pertanian yang 
dihibahkan untuk BUMDes yang kemudian dimanfaatkan untuk 
operasional unit usaha. 
j. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 
Jawab: Pada unit usaha pertanian ini hama masih menjadi kendala kami, 
namun hal ini diatasi oleh pertemuan kelompok tani dan petugas 
penyuluh lapangan (PPL) dari Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) dari 
Kabupaten. Kalau disisi BUMDes sendiri masih belum maksimal untuk 
mengelola pertanian, karena kapasitas SDM belum begitu ahli di 
pertanian. 
k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 
Jawab: Ada, kedepannya ingin ada kemandirian dalam desa untuk 
menyediakan supply beras. Hal ini berpotensi bagi BUMDes untuk 






2. Identitas Responden   
Nama        : Utami 
BUMDes     : Toyo Makmur, Desa Pandantoyo 
Unit Usaha    : Unit Simpan Pinjam 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab: Iya 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu?  
Jawab: Sebelumnya ibu rumah tangga, kemudian sekarang punya usaha 
pembibitan dan toko peracangan. 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: Iya, dengan memberi pinjaman modal 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Sudah baik 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Iya, simpan pinjam 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Iya 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Mengelola warung dan loket unit usaha agro 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 
Jawab: Dalam bentuk pinjaman modal 
i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat? 
Jawab: Ada lapak kios 
j. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 





k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 
Jawab: Ada potensi olahan pertanian, BUMDes sudah ada keinginan 
untuk mengolah produk turunan buah dan sayur. Untuk buah ada 
kelengkeng, nangka, durian, alpukat, dan jambu. karena ada 










3. Identitas Responden   
Nama        : Edi Sutrisno 
BUMDes     : BUMDes Sempu Mandiri, Desa Sempu 
Unit Usaha    : Budidaya Nanas 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab: Mampu 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu?  
Jawab: Usaha nanas, dengan ada BUMDes lebih mudah. Pengelolaan 
budidaya ini untuk supply produksi sari nanas 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: Iya, akses lapangan pekerjaan dan informasi 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Sejauh ini sangat baik 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Sesuai 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Iya, sesuai haknya 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: mengelola budidaya nanas 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 
Jawab: Berupa permodalan 
i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat? 
Jawab: ada fasilitas untuk pengolahan nanas, berupa alat produksi sari 
nanas yang sebelumnya dihibahkan oleh Wisata Kampung Indian untuk 
BUMDes Sempu Mandiri. 






Jawab: Serangan hama, tikus, persaingan pasar, dan keterbatasan alat. 
k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 
Jawab: Ada potensi desa wisata karena Desa Sempu memiliki aspek 







4. Identitas Responden   
Nama        : Bu Gayatri 
BUMDes     : Margo Jaya, Desa Margourip 
Unit Usaha    : Kios Peracangan di Pasar Desa 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab: Iya 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu?  
Jawab: Ibu rumah tangga, kemudian didirikan BUMDes Margo Jaya pada 
tahun 2016 dengan membuka unit usaha pertokoan, dan akhirnya saya 
bergabung di Pasar Desa ini. 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: BUMDes memberikan akses sewa kios, untuk permodalan saya 
menggunakan modal sendiri. 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Sudah cukup baik 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, dimana 
kalau masyarakat ingin belanja tidak perlu jauh-jauh di Pasar Desa sudah 
ada. Disini juga ada bengkel dan fotocopy atk. 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Iya 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Menjaga toko, dan bertanggungjawab untuk pengelolaan 
operasional toko. 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 
Jawab: Bangunan ruko 
i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 





Jawab: untuk listrik sudah disediakan oleh pihak desa, jadi kita tidak perlu 
mengajukan sendiri ke PLN. 
j. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 
Jawab: Sejauh ini belum ada 
k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 
Jawab: Ada, pengolahan minuman sari nanas. Dulu sudah pernah 
produksi namun tidak dilanjutkan karena terkendala pengelolanya tidak 








5. Identitas Responden   
Nama        : Slamet Widodo 
BUMDes     : Sumber Makmur, Desa Manggis 
Unit Usaha    : Hidroponik 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab: Mampu 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu?  
Jawab: Sebelumnya memang sudah memiliki usaha hidroponik, kemudian 
bergabung dengan BUMDes dan diamanatkan untuk mengelola unit 
usaha hidroponik milik BUMDes. 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: Iya, bergabung dengan BUMDes. 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Sangat mendukung, BUMDes menyediakan greenhouse dan 
instalasi. 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Sejauh ini mungkin belum, karena unit usaha ini juga masih 
merintis. 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Belum, usaha hidroponik ini masih butuh pengembangan jadinya 
pendapatan masih untuk penambahan modal dan biaya operasional. 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Mengelola sistem tanah, mengurus tanaman, dan melakukan 
pemasaran ke tiga swalayan di Kediri. 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 
Jawab: Fasilitas greenhouse dan instalasi hidroponik. 
i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 





Jawab: BUMDes menyediakan benih, nutrisi, dan media tanam. 
j. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 
Jawab: Hama tanaman, kurang tenaga kerja untuk pemasaran sayur. 
k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 







6. Identitas Responden   
Nama        : Beni 
BUMDes     : Karya Mandiri, Desa Jagul 
Unit Usaha    : Etalase 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab: Iya 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu?  
Jawab: Pengusaha etalase 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: Ada, memberikan sosialisasi dan bergabung dengan BUMDes 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Difasilitasi permodalan 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Belum, masih akan ada perkembangan lagi 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Iya, karena produksi meningkat 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Merancang produksi, memasarkan, mencari pemesan/ pembeli. 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 
Jawab: permodalan dan alat produksi yang diperlukan 
i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat? 
Jawab: Ada 
j. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 
Jawab: Saat ini masih ada kendala pembukuan keuangan karena 





k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 
Jawab: Ada potensi pembibitan tanaman terutama benih pepaya, karena 
masyarakat di Desa Jagul ini memang banyak yang melakukan budidaya 







7. Identitas Responden   
Nama        : Luluk 
BUMDes     : Lancar Sejahtera, Desa Babadan 
Unit Usaha    : Air Bersih Wislik 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab: Bisa, namun belum kontinue, situasional sesuai dengan 
kebutuhan BUMDes 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu? 
Jawab: Buruh tani 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: Iya, melalui unit usaha air bersih ini BUMDes mampu 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Babadan, terutama 
bagi peternak ayam dan sapi yang membutuhkan banyak air untuk 
peternakannya. 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Masih ada kekurangan namun pelayanan sudah baik 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Sesuai, karena air bersih adalah kebutuhan utama bagi 
masyarakat 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Kalau untuk masyarakat sekitar iya, karena itu tadi airnya 
digunakan untuk kebutuhan peternakan mereka, jadi biaya yang 
dibutuhkan tidak terlalu besar, cukup dengan menggunakan air dari 
WSLIC milik Desa Babadan. 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Penarikan tarif biaya air ke masyarakat desa. 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 





i. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 
Jawab: Saat ini kami membutuhkan pembaruan meteran dimasing-
masing rumah warga yang usianya sudah lebih dari 10 tahun, karena 
meteran sudah tua jadinya banyak terjadi kebocoran air, sehingga antara 
jumlah air yang digunakan dan yang terhitung oleh meteran lebih banyak 
air yang digunakan oleh warga. Sedangkan BUMDes belum mempunyai 
cukup modal untuk mengganti meteran warga. 
j. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 








8. Identitas Responden   
Nama        : Dwi Sekti Utomo 
BUMDes     : Abdi Sukses Mandiri, Desa Ngancar 
Unit Usaha    : Air Bersih 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa? 
Jawab: Iya, untuk mengurus pengelolaan air ini 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu?  
Jawab: Karyawan swasta 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: Masih belum, masih dalam proses pembentukan 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Sangat baik, belum ada komplain 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Sudah sesuai, karena sebelumnya masyarakat di Desa Ngancar 
ini kesulitan air bersih 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Mampu, khususnya bagi warga Dusun Puhrejo karena banyak 
peternak sapi perah, jadi mereka memanfaatkan keberadaan unit usaha 
air bersih ini untuk mengelola peternakan mereka. 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Saya bertugas untuk melakukan pembenahan instalasi, 
administrasi, laporan, dan bendahara. 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 
Jawab: Bangunan, gudang, dan sumur bor dua unit. 
i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat? 





j. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 
Jawab: Masalah teknis pengambilan tujuh pipa yang putus dan jatuh 
disumur, sudah dua tahun belum bisa diambil. Akibatnya debit air 
berkurang ketika musim kemarau. 
k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 







9. Identitas Responden   
Nama        : Yeni 
BUMDes     : Guyub Rukun, Desa Kunjang 
Unit Usaha    : Pertokoan 
 
Ditujukan untuk pengusaha/ masyarakat: 
a. Apakah keberadaan BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat desa?  
Jawab: Iya 
b. Sebelum BUMDes dibentuk di desa ini apa pekerjaan bapak/ibu? *untuk 
pengusaha 
Jawab: Ibu rumah tangga, bergabung dengan BUMDes sejak tahun 2019 
c. Apakah BUMDes menyediakan akses bagi masyarakat desa untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat? 
Jawab: Bagi saya iya mampu 
d. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh BUMDes terhadap kebutuhan 
masyarakat? 
Jawab: Sudah cukup baik 
e. Apakah unit usaha yang didirikan oleh BUMDes telah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 
Jawab: Untuk unit usaha pertokoan ini sudah sesuai kebutuhan, karena 
letaknya di balai desa jadi untuk kebutuhan ATK masyarakat yang 
mengurus surat administrasi bisa membeli di toko ini. 
f. Apakah keberadaan unit usaha BUMDes mampu meningkatkan 
pendapatan Bapak/Ibu atau warga setempat? 
Jawab: Bagi saya iya mampu meningkatkan pendapatan 
g. Apa saja tugas Bapak/Ibu dalam mengelola unit usaha ini? 
Jawab: Menjaga toko, menyediakan supply barang, dan melayani 
kebutuhan pembayaran PLN, PDAM, Telpon, PBB, PKB, BPJS, 
pembelian Pulsa Listrik, Pulsa Telpon, Cicilan kendaraan bermotor, TV 
kabel dan lain-lain, pencairan wesel instan serta melayani pengiriman 
surat dan paket dari masyarakat Desa Kunjang 
h. Fasilitas yang telah disediakan oleh BUMDes bagi usaha masyarakat 
dalam bentuk apa? 





i. Apakah terdapat fasilitas lain seperti alat produksi yang disediakan oleh 
BUMDes bagi usaha masyarakat? 
Jawab: Tidak 
j. Kendala apa yang saat ini masih dihadapi dalam mengelola unit usaha 
ini? 
Jawab: Belum ada 
k. Apakah di Desa ini terdapat potensi lain yang masih belum dikembangkan 
oleh BUMDes dan masyarakat? 
Jawab: Ada potensi olahan nanas 
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